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Suardi (B11109257), Penggantian Direksi tanpa melalui Keputusan 
Rapat Umum Pemegang Saham dengan Bimbingan Badriyah Rifai 
dan Oky Deviany Burhamzah.   
Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui praktik 
penggantian Direksi pada Perseroan berdasarkan Undang-Undang Nomor 
40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas dan untuk mengetahui 
konsekuensi hukum yang akan ditimbulkan dari pengangkatan Direksi 
tanpa melalui keputusan rapat umum pemegang saham. 
Penulis dalam menganalisis permasalahan ini melalui hasil 
wawancara dengan pihak yang dapat memberikan informasi terkait 
dengan penelitian ini. Selain itu, penulis juga melakukan penelitian melalui 
teknik kajian atau penelusuran dokumen-dokumen perusahaan, 
perundang-undangan, buku-buku, dan sumber lainnya. Kemudian data 
yang diperoleh diolah secara content analysis untuk menghasilkan 
kesimpulan. 
Berdasarkan analisis, maka penulis menyimpulkan beberapa hal, 
antara lain: 1) Praktik penggantian Direksi PT. Bintang Wira Marindah 
tidak sesuai dengan ketentuan yang diatur pada Undang-Undang Nomor 
40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas maupun ketentuan yang telah 
disepakati pada anggaran dasar Perseroan. Mekanisme penggantian 
Direksi pada Perseroan tersebut tidak dilakukan melalui keputusan Rapat 
Umum Pemegang Saham. Penggantian direksi hanya dilakukan dengan 
menggunakan surat kuasa maupun pengangkatan direksi secara lisan 
oleh salah seorang pemegang saham PT. Bintang Wira Marindah; 2) 
Penggantian Direksi yang tidak sesuai dengan ketentuan Undang-Undang 
Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas maupun anggaran 
dasar perseroan dapat menimbulkan konsekuensi hukum bagi perseroan 
maupun Direksi yang bersangkutan. Konsekuensi hukum yang dapat 
timbul yaitu terjadinya penolakan permohonan atau pemberitahuan yang 
diajukan oleh Direksi kepada Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia dan 
secara yuridis perbuatan hukum Direksi dalam mewakili dan mengurus 
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A. Latar Belakang     
 Tumbuh dan berkembangnya tatanan ekonomi makro Indonesia 
saat ini tidak terlepas dari peran pelaku usaha melalui wadah perusahaan. 
Perusahaan berperan dalam menumbuhkan dan menciptakan kondisi 
ekonomi masyarakat secara keseluruhan. Tumbuh pesatnya 
perekonomian tentunya didesain agar mampu mewujudkan kesejahteraan 
dan kemakmuran rakyat seperti yang telah dicita-citakan dalam Undang-
Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. 
 Semakin giatnya aktivitas ekonomi secara tidak langsung memicu 
berdirinya perusahaan-perusahaan baru yang bergerak dalam berbagai 
bidang.1 Eksistensi perusahaan-perusahaan baru tersebut semakin 
transformatif dan terus berkembang. Pengaruh tingginya dorongan iklim 
bisnis yang semakin kompetitif baik secara kualitatif maupun kuantitatif, 
juga mendorong semakin pesatnya pertumbuhan ekonomi di Indonesia. 
 Perusahaan sendiri diartikan sebagai bentuk usaha yang 
menjalankan setiap jenis usaha yang bersifat tetap dan terus-menerus 
dengan tujuan untuk memperoleh keuntungan.2 Tujuan perusahaan untuk 
memaksimalkan perolehan laba atau keuntungan tersebut menjadi pemicu 
                                                           
     
1
 Hasil final pendaftaran (listing) perusahaan/usaha Sensus Ekonomi (SE06) 
menunjukkan bahwa jumlah seluruh perusahaan/usaha di luar sektor pertanian tercatat 
sebanyak 22,7 juta jumlah perusahaan/usaha, meningkat 6,3 juta atau 3,32 persen per 
tahun [data: http://www.bps.go.id/index.php?news=526, diakses pada 20 Februari 2013 
Pkl: 11.52 WITA ]   
     
2
 Pengertian perusahaan lihat Pasal 1 butir b Undang-undang Nomor 3 Tahun 1982 
tentang Wajib Daftar Perusahaan  
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tingginya semangat pelaku usaha atau masyarakat pada umumnya untuk 
ikut terlibat dalam berbagai aktivitas perekonomian melalui perusahaan. 
 Secara garis besar unsur-unsur suatu perusahaan meliputi: badan 
usaha, menjalankan kegiatan di bidang ekonomi, aktivitasnya berlangsung 
secara terus-menerus, bekerja secara terang-terangan, adanya keinginan 
untuk memperoleh laba/keuntungan, serta segala aktivitasnya wajib 
dicatat dalam suatu pembukuan.3 Salah satu unsur dari suatu perusahaan 
adalah badan usaha. Suatu perusahaan dapat dikatakan badan usaha 
karena kegiatannya yang bergerak di bidang ekonomi dan beberapa 
diantaranya dibuktikan dengan adanya akta pendirian dan surat izin 
usaha.   
 Dalam kajian hukum perusahaan tidak semua badan usaha 
merupakan badan hukum. Karena secara garis besar badan usaha atau 
bentuk usaha terbagi atas dua golongan, yaitu badan usaha yang 
berbadan hukum yang meliputi Perseroan Terbatas (PT), Koperasi, dan 
Yayasan, sedangkan golongan kedua adalah badan usaha yang tidak 
berbadan hukum, yang meliputi Persekutuan Perdata (Matschaap, 
Partnership), Firma, dan Perseroan Komanditer (CV).4  
 Konsekuensi dari suatu badan usaha yang berbadan hukum 
adalah badan hukum dapat melaksanakan aktivitas dan mengikatkan diri 
                                                           
      
3
 Abdul R. Saliman, et.al. 2007. Hukum Bisnis untuk Perusahaan (Teori dan Contoh 
Kasus). Jakarta: Kencana Prenada Media Group. Hal: 94-95     
     
4
 Mengenai penjelasan komprehensif tentang badan usaha berbadan hukum dan 
badan usaha yang tidak berbadan hukum dapat dilihat pada buku: Abdulkadir 
Muhammad. 2010. Hukum Perusahaan Indonesia. Bandung: PT. Citra Aditya Bakti. Hal. 
83-167.   
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layaknya setiap pribadi manusia, memiliki kekayaan sendiri atau hutang, 
maupun bertindak sebagai pemangku hak dan kewajiban. Hal tersebut 
tidak lepas dari esensi badan hukum yang merupakan salah satu subjek 
hukum selain manusia.  Badan hukum memang berbeda dengan manusia.  
Badan hukum merupakan subjek hukum yang berarti orang (persoon) 
yang sengaja diciptakan oleh hukum. Artinya bahwa untuk proses 
kelahirannya harus memenuhi syarat-syarat yang ditentukan oleh 
peraturan perundang-undangan. Apabila persyaratan tidak terpenuhi, 
maka perusahaan yang bersangkutan tidak diberikan keputusan 
pengesahan untuk berstatus sebagai badan hukum oleh Pemerintah.  
 Salah satu badan usaha berbadan hukum yang paling banyak 
dipilih sebagai badan usaha oleh kalangan pelaku bisnis dewasa ini 
adalah Perseroan Terbatas (PT) yang selanjutnya disebut Perseroan. 
Alasan sebagian besar para pelaku bisnis lebih memilih Perseroan karena 
kekayaan Perseroan merupakan kekayaan yang terpisah dari kekayaan 
pribadi pemiliknya. Sehingga tanggung jawab para pemiliknya hanya 
terbatas pada modal yang dimasukkan sebagai saham pada Perseroan. 
Selain itu, sifat Perseroan Terbatas yang lebih dinamis dan terbuka 
menjadikan proses transformasi kepemilikan modal melalui mekanisme 
jual beli saham menjadi lebih mudah.5 Termasuk mekanisme 
pengangkatan, penggantian, maupun pemberhentian organ-organ yang 
ada pada Perseroan.  
                                                           
     
5
 Alasan memilih PT sebagai instrumen usaha antara lain karena alasan 
pertanggungjawaban terbatas, kemudahan transformasi, alasan fiskal, dan alasan 
kelaziman Lihat: Rudhi Prasetya. 2011. Teori dan Praktik Perseroan Terbatas. Jakarta: 
Sinar Grafika. Hal. 63-67. 
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 Organ Perseroan6 pada umumnya terdiri dari Rapat Umum 
Pemegang Saham (RUPS), Dewan Komisaris, dan Direksi. Organ-organ 
tersebut masing-masing memiliki kewenangan yang berbeda seperti yang 
telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang 
Perseroan Terbatas. Salah satu organ Perseroan yang memiliki peran 
penting adalah Direksi. Direksi merupakan organ Perseroan yang 
berwenang dan bertanggung jawab penuh atas pengurusan Perseroan 
untuk kepentingan Perseroan, sesuai dengan maksud dan tujuan 
Perseroan serta mewakili Perseroan baik di dalam maupun di luar 
pengadilan sesuai dengan ketentuan anggaran dasar dan undang-
undang.7  
 Freeddy Harris dan Teddy Anggoro mengemukakan bahwa setiap 
gerakan atau aktivitas Direksi badan hukum juga merupakan kehendak 
dari badan hukum itu sendiri, yang mana kehendak badan hukum itu 
dapat dilihat pada tujuan berdirinya dan amanat pemegang saham dalam 
rapat umum (general meeting) yang termaktub dalam anggaran dasar.8 
Direksi dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya setidaknya harus 
berpegang teguh pada dua prinsip dasar yaitu kepercayaan yang 
diberikan Perseroan kepadanya (fiduciary duty) dan prinsip yang merujuk 
pada kemampuan serta kehati-hatian tindakan Direksi (duty of skill and 
                                                           
      6 Perseroan sebagai legal entity atau badan hukum melakukan fungsi hukumnya 
bukan bertindak sebagai kuasa dari para pemegang sahamnya, tetapi bertindak untuk 
dan atas namanya sendiri. Lihat: Rachmadi Usman. 2004. Dimensi Hukum Perusahaan 
Perseroan Terbatas.Bandung: PT. Alumni. Hal. 147.  
     
7
 lihat pasal 1 ayat 5 Undang-Undang Nomor 40 tahun 2007 tentang Perseroan 
Terbatas.   
     
8
 Freddy Harris dan Teddy Anggoro. 2010. Hukum Perseroan Terbatas: Kewajiban 
Pemberitahuan oleh Direksi. Bogor: Ghalia Indonesia. Hal. 37. 
5 
 
care)9. Penerapan prinsip fiduciary duty tersebut pada dasarnya dapat 
tecermin dari mekanisme pengangkatan, penggantian, maupun 
pemberhentian Direksi yang mengharuskan melalui keputusan RUPS 
seperti yang telah diatur pada Pasal 94 ayat (5) Undang-Undang Nomor 
40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas. RUPS yang merupakan 
cerminan suatu Perseroan dengan prinsip kepemilikan sahamnya dalam 
hal ini memberikan kepercayaan sepenuhya kepada Direksi sesuai 
dengan kemampuan dan profesionalismenya dalam menjalankan segala 
aktivitas Perseroan. 
 Pada praktiknya mekanisme pengangkatan, penggantian, maupun 
pemberhentian Direksi tersebut tidak selalu ditaati dengan baik oleh organ 
Perseroan. Pemegang saham terkadang tidak menggunakan mekanisme 
penggantian Direksi sesuai dengan apa yang telah ditentukan melalui 
undang-undang maupun anggaran dasar Perseroan. Hal ini terjadi pada 
sebuah Perseroan yang bernama PT. Bintang Wira Marindah, dimana 
pengangkatan Direksinya justru melalui surat kuasa dan secara lisan.10  
 Menurut penulis, isu ini menjadi hal yang menarik untuk dikaji 
karena terdapat ketidaksesuaian antara apa yang terjadi pada praktik 
dengan peraturan perundang-undangan yang ada. Apabila praktik ini tetap 
terjadi maka kemungkinan besar akan menimbulkan konsekuensi hukum 
bagi aktivitas Perseroan guna mencapai tujuan yang diinginkan. Maka dari 
                                                           
     
9
 Chatamarrasjid Ais. 2004. Penerobosan Cadar Perseroan dan Soal-soal Aktual 
Hukum Perusahaan. Bandung: PT. Citra Aditya Bakti. Hal. 71.  
      10  Hasil prapenelitian dengan memperoleh informasi dari Legal Staff PT. Bintang Wira 
Marindah tentang pengangkatan direksi melalui surat kuasa [Pada 12 September 2012]   
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itu, penulis berkeinginan untuk mengkaji dan meneliti permasalahan 
Direksi yang diangkat tanpa melalui keputusan RUPS ini. Atas dasar 
permasalahan itu penulis mengkaji dan menganalisis lebih lanjut 
mengenai penggantian Direksi yang terjadi pada PT. Bintang Wira 
Marindah. 
B.  Rumusan Masalah 
Berdasarkan latar belakang yang telah dijelaskan sebelumnya, 
maka penulis merumuskan permasalahan sebagai berikut: 
1. Bagaimanakah praktik penggantian Direksi pada Perseroan 
Terbatas berdasarkan Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 
tentang Perseroan Terbatas? 
2. Bagaimanakah konsekuensi hukum yang akan ditimbulkan dari 
pengangkatan Direksi tanpa melalui keputusan Rapat Umum 
Pemegang Saham? 
C. Tujuan dan Manfaat Penelitian 
Adapun tujuan penelitian ini, yaitu: 
1. Untuk mengetahui praktik penggantian Direksi pada Perseroan 
Terbatas berdasarkan Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 
tentang Perseroan Terbatas 
2. Untuk mengetahui Konsekuensi hukum yang akan ditimbulkan dari 




Adapun manfaat penelitian ini, yaitu: 
1. Dapat dijadikan referensi baru bagi para pihak termasuk kalangan 
akademisi dan praktisi yang ingin mengembangkan ilmu 
pengetahuan yang berkaitan dengan hukum Perseroan Terbatas 
pada umumnya maupun mekanisme penggantian Direksi 
Perseroan pada khususnya. 
2. Dapat dijadikan sumber pengetahuan bagi karyawan maupun 
pengusaha dalam menjalankan aktivitas perusahaan utamanya 
yang berkaitan dengan wewenang organ yang ada pada 
Perseroan. 
3. Dapat menambah pengetahuan penulis mengenai hukum 
Perseroan Terbatas khususnya yang berkaitan dengan mekanisme 













 BAB II 
TINJAUAN PUSTAKA 
 
A. Pengertian Perseroan Terbatas 
Kata „Perseroan‟ menunjuk kepada modalnya yang terdiri atas 
sero (saham). Sedangkan kata „terbatas‟ menunjuk kepada tanggung 
jawab pemegang saham yang tidak melebihi nilai nominal saham yang 
diambil bagian dan dimilikinya. Bentuk hukum Perseroan Terbatas ini juga 
dikenal dengan berbagai nama seperti: di Malaysia disebut Sendirian 
Berhad (SDN BHD), di Singapura disebut Private Limited (Pte Ltd), di 
Jepang disebut Kabushiki Kaisa, di Inggris disebut Registered Companies, 
di Belanda disebut Naamlooze Vennootschap (NV), dan di Perancis 
disebut Sociates A Responsabilitie Limite (SARL).11  
Berdasarkan Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 40 Tahun 
2007 tentang Perseroan Terbatas, definisi Perseroan Terbatas yaitu: 
“Perseroan Terbatas, yang selanjutnya disebut Perseroan, adalah 
badan hukum yang merupakan persekutuan modal, didirikan 
berdasarkan perjanjian, melakukan kegiatan usaha dengan modal 
dasar yang seluruhnya terbagi dalam saham dan memenuhi 
persyaratan yang ditetapkan dalam undang-undang ini serta 
peraturan pelaksanaannya” 
Dari pengertian diatas maka Perseroan memuat lima hal pokok 
yang menjadi karakteristiknya, yaitu:12 
 
                                                           
     
11
 Ahmad Yani dan Gunawan Widjaja. 2006. Seri Hukum Bisnis: Perseroan Terbatas. 
Jakarta: PT. Rajagrafindo Persada. Hal. 1 
     
12
 Ibid. Hal. 7-13  
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1. Perseroan Terbatas merupakan suatu badan hukum 
Secara teoritis pada subjek hukum pribadi (manusia), status 
subjek hukum dianggap telah ada bahkan pada saat pribadi manusia 
tersebut berada dalam kandungan. Sedangkan pada badan hukum, status 
badan hukumnya baru diperoleh setelah ia memperoleh pengesahan dari 
pejabat yang berwenang, yang memberikan hak-hak, kewajiban dan harta 
kekayaan sendiri bagi badan hukum tersebut, terlepas dari hak-hak, 
kewajiban dan harta kekayaan para pendiri, pemegang saham, maupun 
para pengurusnya. 
Sebagai badan hukum, Perseroan memiliki unsur-unsur badan 
hukum yaitu; (1) memiliki organisasi yang teratur yang terlihat dari adanya 
organ Perseroan yang terdiri dari Rapat Umum Pemegang Saham, 
Direksi, dan Dewan Komisaris, (2) memiliki harta kekayaan tersendiri, (3) 
melakukan hubungan hukum sendiri, serta (4) mempunyai tujuan 
tersendiri. 
2. Perseroan Terbatas didirikan berdasarkan perjanjian 
Ketentuan Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 40 Tahun 
2007 tentang Perseroan Terbatas menyatakan bahwa Perseroan didirikan 
oleh 2 (dua) orang atau lebih dengan akta notaris yang dibuat dalam 
bahasa Indonesia. Rumusan tersebut mempertegas kembali makna 
perjanjian13 sebagaimana diatur dalam ketentuan umum mengenai 
                                                           
     
13
 Mengenai pembahasan syarat sah perjanjian dapat dilihat pada buku Lihat: Ahmadi 
Miru. 2010. Hukum Kontrak dan Teknik Perancangan Kontrak. Jakarta: PT. Rajagrafindo 
Persada. Hal. 14-31.  
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perjanjian yang ada dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUH 
Perdata Pasal 1320).  
3. Perseroan harus menjalankan kegiatan usaha tertentu 
Melakukan kegiatan usaha artinya menjalankan perusahaan. 
Kegiatan usaha yang dilakukan Perseroan adalah dalam bidang ekonomi 
baik industri, perdagangan barang maupun jasa yang bertujuan 
memperoleh keuntungan/laba. 
4. Perseroan harus memiliki modal yang terbagi ke dalam saham. 
Adanya modal yang terbagi ke dalam saham-saham ini 
merupakan perwujudan dari karakteristik suatu Perseroan yang 
independen, dengan hak-hak dan kewajiban-kewajiban para pemegang 
sahamnya maupun para pengurusnya. Oleh karena itu, pada saat 
pendirian Perseroan, bahkan sebelum permohonan pengesahan akta 
pendirian Perseroan ke Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia, para 
pendiri telah harus menyetorkan sekurang-kurangnya Rp50.000.000. 
sebagai modal dasarnya.  
5. Memenuhi persyaratan undang-undang. 
Setiap Perseroan harus memenuhi persyaratan Undang-Undang 
Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas dan peraturan 
pelaksanaannya mulai dari pendiriannya, beroperasinya, dan berakhirnya. 
B. Dasar Hukum Perseroan Terbatas 
Pada awalnya Perseroan Terbatas di masa lalu yang bernama 
Naamlooze Vennootschap diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum 
11 
 
Dagang (KUHD) Buku kesatu Bab ketiga Bagian ketiga Pasal 36 sampai 
dengan Pasal 56 sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-
Undang No. 4 tahun 1971 tentang Perubahan dan Penambahan atas 
Ketentuan Pasal Kitab Undang-Undang Hukum Dagang (STBL. 1847:23) 
dan Ordonansi Maskapai Andil Indonesia (Ordonantie op de Indonesische 
Maatschappij op Aandelen (stb 1939-569 jo. 717)).14 
Selama masa kolonial Belanda, ketentuan Pasal 36-56 yang 
mengatur Perseroan Terbatas boleh dikatakan tidak pernah mengalami 
perubahan. Barulah setelah era kemerdekaan ketentuan-ketentuan Pasal 
tersebut pernah mengalami perubahan. Hal itu terjadi pada tahun 1971 
dengan Undang-Undang Nomor 4 tahun 1971 tentang Perubahan dan 
Penambahan atas Ketentuan Pasal Kitab Undang-Undang Hukum 
Dagang (STBL. 1847:23) Lembaran Negara No. 20 Tahun 1971.  
Perubahan yang terjadi melalui Undang-Undang Nomor 4 tahun 
1971 tentang Perubahan dan Penambahan atas Ketentuan Pasal Kitab 
Undang-Undang Hukum Dagang (STBL. 1847:23) masih tetap 
mempertahankan keberadaan hukum Perseroan Terbatas berada dalam 
lingkup Buku kesatu KUHD. Perubahan yang terjadi tidak terlalu signifikan 
karena tidak ada penambahan lebih luas tetapi hanya mengubah 
ketentuan Pasal 54 saja.15 
Kemudian pada tahun 1995, diterbitkan Undang-Undang Nomor 1 
Tahun 1995 tentang Perseroan Terbatas. Terdiri dari 12 Bab dan 129 
                                                           
     
14
 Ahmad Yani dan Gunawan Widjaja, op.cit., Hal 2.   
     
15
 M. Yahya Harahap. 2009. Hukum Perseroan Terbatas. Jakarta: Sinar Grafika. Hal. 
22-23   
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Pasal. Pasal 128 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 tahun 1995 
menegaskan Buku Kesatu, Titel ketiga, bagian ketiga yang terdiri Pasal 36 
s.d Pasal 56 KUHD, yang mengatur Perseroan Terbatas berikut segala 
perubahannya terakhir dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1971 
tentang Perubahan dan Penambahan atas Ketentuan Pasal Kitab 
Undang-Undang Hukum Dagang (STBL. 1847:23) dinyatakan tidak 
berlaku. 
Alasan penggantian berdasarkan konsideran Undang-undang 
nomor 1 tahun 1995 tentang Perseroan Terbatas antara lain:16 
1. Ketentuan yang diatur dalam KUHD dianggap tidak sesuai lagi 
dengan peraturan Perseroan Terbatas yang ditentukan dalam 
KUHD, serta tidak sesuai lagi dengan perkembangan ekonomi dan 
dunia usaha yang semakin pesat, baik secara nasional maupun 
internasional. 
2. Mencipta kesatuan hukum dalam Perseroan yang berbentuk badan  
     hukum (rechtspersoon, legal person, legal entity). 
Kemudian pada tanggal 16 Agustus 2007 diundangkan lagi 
Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas 
sebagai pengganti Undang-Undang Nomor 1 tahun 1995. Dasar alasan 
penggantian dikemukakan dalam konsideran maupun penjelasan umum 
antara lain akan dijelaskan dibawah ini: 
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 Ibid., Hal. 24. 
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1. Perekonomian nasional harus diselenggarakan berdasar asas 
demokrasi ekonomi sesuai dengan prinsip kebersamaan, efisiensi, 
berkelanjutan, berwawasan lingkungan kemandirian, dan kesatuan 
ekonomi nasional. 
2. Semua prinsip itu perlu didukung oleh kelembagaan perekonomian 
yang kokoh dalam rangka mewujudkan kesejahteraan masyarakat  
guna lebih meningkatkan perkembangan perekonomian nasional 
sekaligus memberi landasan yang kokoh bagi dunia dan kemajuan 
ilmu pengetahuan dan teknologi di era globalisasi pada masa 
mendatang. 
3. Perlu diadakan undang-undang yang mengatur tentang Perseroan 
Terbatas yang dapat mendukung terselenggaranya iklim dunia 
usaha yang kondusif. 
4. Perseroan Terbatas sebagai salah satu pilar pembangunan 
perekonomian nasional, perlu diberi landasan hukum untuk lebih 
memacu pembangunan nasional yang disusun sebagai usaha 
bersama atas dasar kekeluargaan. 
Selanjutnya dikatakan bahwa Undang-Undang Nomor 1 tahun 
1995 tentang Perseroan Terbatas dipandang sudah tidak sesuai lagi 
dengan perkembangan hukum dan kebutuhan masyarakat. Oleh karena 
itu perlu diganti dengan undang-undang yang baru. 
Dasar alasan yang disebut pada konsideran diperjelas lagi dalam 
penjelasan umum antara lain: 
14 
 
1. Selama ini hukum Perseroan telah diatur dalam Undang-Undang 
nomor 1 tahun 1995 tentang Perseroan Terbatas sebagai 
pengganti peraturan perundang-undangan yang berasal dari zaman 
kolonial Belanda. 
2. Namun dalam perkembangannya, ketentuan Undang-Undang 
nomor 1 tahun 1995 tentang Perseroan Terbatas tidak lagi 
memenuhi perkembangan hukum dan kebutuhan masyarakat 
karena keadaan ekonomi serta kemajuan ilmu pengetahuan, 
teknologi dan informasi sudah berkembang begitu pesat khususnya 
pada era globalisasi.17 
Secara objektif ada beberapa perubahan substansi yang 
terkandung dalam Undang-Undang Nomor 40 tahun 2007 antara lain 
dapat dideskripsikan sebagai berikut:18 
1. Permohonan melalui jasa teknologi secara elektronik untuk 
memperoleh keputusan Menteri atas pengesahan akta pendirian 
Perseroan sebagai badan hukum (Pasal 9 ayat (1)) 
2. Secara elektronik Menteri dapat langsung menyatakan tidak 
keberatan atas permohonan pengesahan akta pendirian (Pasal 10 
ayat (3)). 
3. Memperkenalkan dan membolehkan pembagian dividen interim 
(Pasal 72). 
4. Penyusunan rencana kerja tahunan (Pasal 63-65) 
5. Tanggung jawab sosial dan lingkungan (Pasal 74). 
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 Ibid., Hal: 26-27  
     
18
 Ibid., Hal. 28-29 
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6. RUPS melalui media elektronik dalam bentuk telekonferensi, 
videokonferensi atau sarana media elektronik lain (Pasal 77 ayat 
(1)). 
7. Pengambilan keputusan di luar RUPS dalam bentuk circular 
resolution (Pasal 91). 
8. Pengangkatan Direksi yang tidak memenuhi syarat (Pasal 95). 
9. Anggota Direksi bertanggungjawab secara tanggung renteng atas 
kesalahan yang dilakukan Direksi lain apabila anggota Direksi lebih 
satu orang (Pasal 97 ayat (4)). 
10.  Adanya Dewan Pengawasan Syariah (DPS) di samping dewan    
          Komisaris bagi Perseroan yang menjalankan kegiatan usaha    
        berdasarkan prinsip syariah (Pasal 109 ayat (1)). 
11. Memperkenalkan Komisaris independen dan Komisaris utusan 
(Pasal 120). 
12. Pembentukan komisi oleh Dewan Komisaris (Pasal 121) 
13. Pengambilalihan saham dalam portepel (Pasal 125 ayat (1)) 
14. Pengaturan tentang pemisahan Perseroan (Spin Off) (Pasal 135). 
15. Pengaturan tentang biaya (Pasal 153). 
16. Tanggung jawab anggota Direksi dan Dewan Komisaris atas 
kesalahan perdata, tidak mengurangi tanggung jawab pidana 
(Pasal 155). 
17. Pembentukan Tim Ahli Pemantauan Hukum Perseroan (Pasal 156). 
Guna mempermudah pelaksanaan ketentuan-ketentuan yang ada 
pada Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan 
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Terbatas, maka Undang-Undang tersebut masih membutuhkan beberapa 
peraturan pemerintah maupun peraturan Menteri masih tetap berlaku 
sepanjang tidak bertentangan atau belum diubah dengan yang baru 
berdasarkan Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan 
Terbatas. Beberapa peraturan pemerintah yang terkait dengan pokok 
bahasan pada penelitian ini meliputi:19  
1. Peraturan Pemerintah Nomor 26 tahun 1998 tentang Pemakaian 
Nama Perseroan. 
2. Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor M.HH-
01.AH.01.01 Tahun 2011 tentang Tata Cara Pengajuan 
Permohonan Pengesahan Badan Hukum dan Persetujuan 
Perubahan Anggaran Dasar serta Penyampaian Pemberitahuan 
Perubahan Anggaran Dasar dan Perubahan Data Perseroan 
Terbatas 
3. Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik 
Indonesia Nomor: M-01:HT.01.01 tahun 2008 tentang Daftar 
Perseroan. 
Selain Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan 
Terbatas, Peraturan Pemerintah, dan Peraturan Menteri. Terdapat pula 
undang-undang pendukung lainnya seperti Undang-Undang Nomor 3 
Tahun 1982 tentang Wajib Daftar Perusahaan dan Undang-Undang 
Nomor 8 Tahun 1997 tentang Dokumen Perusahaan.  
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C. Organ-Organ Perseroan Terbatas 
Organ Perseroan terdiri dari Rapat Umum Pemegang Saham 
(RUPS), Direksi, dan Dewan Komisaris.20 Ketiganya memiliki kewenangan 
yang berbeda guna menjalankan hak dan kewajiban Perseroan. Selama 
organ-organ tersebut dapat menjalankan perannya dengan baik, maka 
Perseroan akan berjalan dengan baik, dan para pemegang saham 
Perseroan akan terjamin kepentingannya dalam Perseroan. Berikut akan 
diuraikan secara umum mengenai organ-organ Perseroan tersebut. 
1.  Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) 
Berdasarkan Pasal 1 angka 4 Undang-Undang Nomor 40 tahun 
2007, RUPS adalah organ Perseroan yang mempunyai wewenang yang 
tidak diberikan kepada Direksi atau Dewan Komisaris dalam batas yang 
ditentukan dalam undang-undang ini dan/atau anggaran dasar. Sesuai 
dengan namanya RUPS merupakan forum dimana para pemegang saham  
membahas segala sesuatu yang berhubungan dengan Perseroan 
Terbatas. 
Berdasarkan pengertian RUPS tersebut Yahya Harahap 
berpendapat bahwa pada dasarnya ketiga organ Perseroan itu sejajar dan 
berdampingan sesuai dengan pemisahan kewenangan (Separation of 
Power) yang diatur dalam undang-undang dan anggaran dasar. Dengan 
demikian tidak dapat dikatakan bahwa RUPS lebih tinggi dari Direksi dan 
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 pasal 1 butir 2 Undang-undang Nomor 40 tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas  
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Dewan Komisaris. Masing-masing mempunyai posisi dan kewenangan 
sesuai dengan fungsi dan tanggung jawab yang mereka miliki.21 
Cornelius Simanjuntak dan Natalie Mulia justru memilki pandangan 
yang berbeda terhadap posisi RUPS. Menurut mereka terdapat dua hal 
yang menjadi landasan RUPS dapat dikatakan sebagai posisi yang 
utama. Yang pertama, Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 40 Tahun 
2007 tentang Perseroan Terbatas menyebutkan bahwa  Perseroan 
merupakan persekutuan modal yang merupakan hasil kontribusi dari para 
pendiri, yang pada praktiknya pendiri tersebut seringkali langsung 
bertindak dalam kedudukannya sebagai RUPS. Oleh karena RUPS 
sebagai pendiri dan pemegang saham Perseroan, maka sudah 
seyogianya setiap keputusan yang menyangkut tujuan awal para pendiri 
dalam mendirikan Perseroan berada ditangan mereka melalui RUPS. 
Landasan yang kedua adalah landasan pengangkatan dan 
pemberhentian anggota Direksi dan Dewan Komisaris dimana anggota 
Direksi dan Dewan Komisaris bukan diangkat melalui rapat Direksi atau 
Dewan Komisaris, namun diangkat dan diberhentikan oleh RUPS.22 Hal ini 
memperlihatkan bahwa RUPS memiliki kekuasaan yang besar yang tidak 
dimiliki oleh organ Perseroan lainnya.23 
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 Yahya Harahap. op.cit., Hal. 306-307 
     22 lihat: Pasal 94 ayat (1) dan (95), serta Pasal 111 ayat (1) dan (5) UU 40/2007 ttg PT.     
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 Cornelius Simanjuntak dan Natalie Mulia. 2009. Organ Perseroan Terbatas. Jakarta: 
Sinar Grafika. Hal. 2. 
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Jika dideskripsi berdasarkan Undang-Undang Nomor 40 Tahun 
2007 tentang Perseroan Terbatas, kewenangan RUPS dalam 
hubungannya dengan organ Perseroan lainnya adalah sebagai berikut:24 
a) Menyetujui perbuatan hukum atas nama Perseroan yang dilakukan 
semua anggota Direksi, semua anggota Dewan Komisaris 
bersama-sama pendiri dengan syarat semua pemegang saham 
hadir dalam RUPS, dan semua pemegang saham menyetujuinya 
dalam RUPS tersebut (Pasal 14 ayat (4)). 
b) Perubahan anggaran dasar ditetapkan oleh RUPS (Pasal 19 ayat 
(1)). 
c) Menyerahkan kewenangan kepada Dewan Komisaris guna 
menyetujui pelaksanaan keputusan RUPS atas pembelian kembali 
atau pengalihan lanjut saham yang dikeluarkan Perseroan (Pasal 
39 ayat (1)). 
d) Menetapkan pembagian tugas dan pengurusan Perseroan antara 
anggota Direksi (Pasal 92 ayat (5)). 
e) Mengangkat anggota Direksi (Pasal 94 ayat (1)). 
f) Menetapkan tentang besarnya gaji dan tunjangan anggota Direksi 
(Pasal 96 ayat (1)). 
g) Menunjuk pihak lain untuk mewakili Perseroan apabila seluruh 
anggota Direksi atau Dewan Komisaris mempunyai benturan 
kepentingan dengan Perseroan (Pasal 99 ayat (2) huruf c). 
h) Memberhentikan anggota Direksi (Pasal 105 ayat (2)) 
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 Yahya Harahap. op.cit., Hal. 307-308. 
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i) Menguatkan keputusan pemberhentian sementara yang dilakukan 
Dewan Komisaris terhadap anggota Direksi (Pasal 106 ayat (7)). 
j) Mengangkat anggota Dewan Komisaris (Pasal 111 ayat (1)). 
k) Menetapkan tentang besarnya gaji atau honorarium dan tunjangan 
anggota Dewan Komisaris (Pasal 113)). 
l) Mengangkat Komisaris Independen (Pasal 120 ayat (2)). 
Adapun tahapan dalam RUPS dapat dilihat pada tahapan 
penyelenggaraan, mekanisme kuorum, pengambilan keputusan RUPS, 
dan risalah RUPS. 
a). Penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham 
Dari segi penyelenggaraan RUPS Pasal 78 ayat (1) Undang-
Undang Nomor 40 Tahun 2007 mengklasifikasikannya dalam dua bentuk 
yaitu RUPS tahunan dan RUPS lainnya. RUPS tahunan harus 
dilaksanakan dalam batas jangka waktu yang ditentukan oleh undang-
undang yakni paling lambat 6 (enam) bulan setelah tahun buku berakhir. 
Sedangkan RUPS lainnya atau dalam praktik biasa disebut RUPS luar 
biasa dapat dilaksanakan kapan saja sesuai dengan kepentingan atau 
kebutuhan Perseroan. 
Dalam hal penyelenggara RUPS, Direksi diberikan wewenang 
untuk itu sesuai dengan penegasan pada Pasal 79 ayat (1) dimana 
penyelenggaraan RUPS sepenuhnya merupakan inisiatif Direksi. Akan 
tetapi tidak tertutup kemungkinan penyelenggaraan RUPS justru dilakukan 
atas permintaan pemegang saham atau Dewan Komisaris seperti yang 
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ditentukan dalam Pasal 79 ayat (2) Undang-Undang Nomor 40 Tahun 
2007 tentang Perseroan Terbatas. 
b) Kuorum dalam penyelenggaraan RUPS 
  Mengenai kuorum diatur pada Pasal 86, 88, dan 89 Undang-
Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas.  Secara garis 
besar besarnya kuorum tergantung dari materi acara yang dibicarakan 
dalam rapat yang meliputi mata acara biasa (ordinary agenda), mata 
acara mengubah anggaran dasar Perseroan, serta mata acara yang 
disebut dalam Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 
tentang Perseroan Terbatas. 
Rapat umum pemegang saham dengan mata acara biasa diatur 
dalam Pasal 86. Besarnya kuorum kehadiran RUPS adalah: 
1. Sebesar lebih dari ½ (satu perdua) bagian, dari jumlah seluruh 
saham dengan hak suara, “hadir atau diwakili”, 
2. Apabila jumlah ini tercapai, RUPS untuk membicarakan mata acara 
atau agenda biasa, dapat atau sah dilangsungkan.  
Selanjutnya kuorum untuk RUPS dengan mata acara perubahan 
AD diatur pada Pasal 88 ayat (1) dengan ketentuan bahwa: 
1. Paling sedikit ⅔ (dua pertiga) bagian dari jumlah seluruh saham 
dengan hak suara, hadir atau diwakili dalam RUPS, dan 
2. Keputusan sah jika disetujui paling sedikit ⅔ (dua pertiga) bagian 
dari jumlah suara yang dikeluarkan. 
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Yang terakhir adalah kuorum untuk mata acara yang disebut pada 
Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang 
Perseroan Terbatas. Mata acara tersebut meliputi; penggabungan 
Perseroan, peleburan Perseroan, pengambilalihan Perseroan, pemisahan 
Perseroan, pengajuan permohonan agar Perseroan dinyatakan pailit, dan 
pembubaran Perseroan. Kuorum tersebut meliputi: 
1. Paling sedikit ¾ (tiga perempat) bagian dari jumlah seluruh saham 
dengan hak suara, hadir atau diwakili dalam RUPS, 
2. Keputusan sah, jika disetujui paling sedikit ¾ (tiga perempat) 
bagian dari jumlah suara yang dikeluarkan. 
Tentang seluruh ketentuan kuorum pada seluruh mata acara RUPS 
tersebut, sifatnya tidak mutlak.25 Anggaran dasar Perseroan dapat 
menentukan kehadiran dan/atau persyaratan RUPS yang lebih besar. 
Selain itu, apabila pada setiap penyelenggaraan RUPS sesuai dengan 
mata acara tersebut tidak mencapai kuorum. Maka dimungkinkan oleh  
undang-undang untuk melaksanakan RUPS kedua dan ketiga pada tiap-
tiap mata acara RUPS tersebut.  
c) Pengambilan keputusan 
Setiap pengambilan keputusan dalam RUPS mengedepankan 
atau berpegang pada asas musyawarah untuk mufakat. Selama para 
pemegang saham mampu mengambil keputusan dengan suara bulat, 
maka pengambilan suara bulat inilah yang dikedepankan. Artinya 
                                                           
     25 Yahya Harahap. op.cit., Hal. 331-339   
23 
 
mekanisme voting baru akan dilaksanakan apabila langkah musyawarah 
untuk mufakat tidak tercapai. Hal ini sesuai dengan ketentuan pada Pasal 
87 ayat (1) Undang – Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan 
Terbatas. 
d)  Risalah Rapat Umum Pemegang Saham 
Mengenai risalah atau notulen RUPS ini diatur pada Pasal 90 
Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas 
seperti yang dijelaskan berikut ini: 
1. Pembuatan Risalah RUPS bersifat imperatif. Artinya setiap 
penyelenggaraan RUPS wajib dibuat risalahnya. RUPS yang tidak 
dibuat risalahnya tidak sah dan dianggap tidak pernah ada. 
Akibatnya hal-hal yang diputuskan dan ditetapkan tidak dapat 
dilaksanakan. 
2. Yang wajib menandatangani risalah RUPS adalah RUPS yang tidak 
dibuat dalam akta notaris. Yang dibebankan untuk menandatangani 
adalah ketua rapat atau paling sedikit 1 (satu) orang pemegang 
saham yang ditunjuk dari dan oleh peserta RUPS. 
Penandatanganan risalah ini bertujuan untuk menjamin kepastian 
dan kebenaran isi risalah RUPS. 
3. Sedangkan untuk RUPS yang dibuat dengan akta notaris tidak 
disyaratkan ditandatangani. Tanpa ditandatangani, risalah RUPS 
yang dibuat dengan akta notaris isinya dianggap pasti 
kebenarannya. Hal itu sesuai dengan fungsi yuridis akta notaris 
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sebagai akta autentik. Sesuai dengan Pasal 1870 KUH Perdata, 
suatu akta autentik mempunyai kekuatan pembuktian sempurna 
tentang apa yang dimuat di dalamnya dan mengikat kepada para 
pihak yang membuat serta terhadap orang yang mendapat hak dari 
mereka.26 
    2. Direksi 
Berdasarkan Pasal 1 angka 5 Undang-Undang Nomor 40 Tahun 
2007 tentang Perseroan Terbatas, Direksi adalah organ Perseroan yang 
berwenang dan bertanggung jawab penuh atas pengurusan Perseroan 
untuk kepentingan Perseroan, sesuai dengan maksud dan tujuan 
Perseroan serta mewakili Perseroan, baik di dalam maupun di luar 
pengadilan sesuai dengan ketentuan anggaran dasar. 
a) Kewenangan Direksi 
Berdasarkan pengertian diatas, kewenangan Direksi pada 
dasarnya meliputi pengelolaan dan pengurusan sehari-hari yakni 
membimbing dan membina kegiatan atau aktivitas Perseroan ke arah 
pencapaian maksud dan tujuan yang ditetapkan anggaran dasar. Artinya 
bahwa Direksi dalam menjalankan kewenangannya tidak boleh 
melampaui batas-batas yang telah ditentukan dalam undang-undang 
maupun anggaran dasar Perseroan.  
Dalam menjalankan kewenangannya Direksi juga wajib 
melaksanakannya sesuai dengan kepentingan Perseroan dengan tidak 
                                                           
     26 Ibid., Hal. 339-340  
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mengandung benturan kepentingan (conflict Interest). Tidak 
mempergunakan posisinya sebagai Direksi untuk memperoleh 
keuntungan pribadi. Karena perbuatan yang melanggar kepentingan dapat 
dikategorikan sebagai tindakan penyalahgunaan kewenangan (abuse of 
authority).27       
Batasan selanjutnya yang harus ditaati Direksi dalam menjalankan 
kewenangannya adalah menjalankan wewenangnya sesuai dengan 
“kebijakan yang dipandang tepat”. Kebijakan yang tepat yang dimaksud 
meliputi keahlian (skill) Direksi dimana pengurusan dilakukan sesuai 
dengan pemahaman dan keterampilan sesuai dengan pengetahuan dan 
pengalaman, peluang yang tersedia yang menguntungkan Perseroan, 
serta kebijakan yang diambil berdasar pada kelaziman dalam dunia usaha 
(common bussines practice).28 
Selain mengurus Perseroan, wewenang Direksi lainnya adalah 
memiliki kapasitas untuk mewakili Perseroan.29 Kewenangan mewakili itu 
adalah untuk dan atas nama Perseroan. Bukan atas nama Direksi tetapi 
mewakili Perseroan. Dalam hal anggota Direksi terdiri lebih dari 1 (satu) 
orang, yang berwenang mewakili Perseroan adalah setiap anggota 
Direksi, kecuali ditentukan lain dalam anggaran dasar. Anggaran dasar 
Perseroan dapat menentukan hanya direktur utama atau anggota Direksi 
tertentu saja yang berwenang mewakili Perseroan. Dalam hal demikian, 
                                                           
     
27
 Ibid., Hal. 345-347. 
     
28
 lihat Penjelasan pasal 92 ayat 2 Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang 
Perseroan Terbatas 
     
29
 lihat ketentuan pada pasal 98 ayat 1,2,dan 3 Undang-Undang Nomor 40 Tahun 
2007 tentang Perseroan Terbatas 
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tidak tertutup kewenangan anggota Direksi yang lain yang mewakili 
Perseroan.   
Pasal 98 ayat 3 Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang 
Perseroan Terbatas juga menentukan bahwa kewenangan mewakili oleh 
Perseroan oleh Direksi adalah tidak terbatas dan tidak bersyarat, 
sepanjang tidak ditentukan lain dalam undang-undang ini, anggaran dasar 
maupun keputusan RUPS. Maksudnya adalah kapasitas Direksi untuk 
mewakili Perseroan adalah kuasa atau perwakilian karena undang-
undang. Dengan demikian, untuk bertindak mewakili Perseroan, Direksi 
tidaklah membutuhkan kuasa dari Perseroan sebab kuasa yang 
dimilikinya atas nama Perseroan adalah kewenangan yang melekat 
secara inherent pada diri jabatan Direksi berdasarkan undang-undang.30 
Dalam hal tertentu anggota Direksi tidak berwenang mewakili 
Perseroan seperti yang ditentukan pada Pasal 99 ayat (1) Undang-
Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas apabila: 
1. Terjadi perkara di pengadilan antara Perseroan dengan anggota 
Direksi yang bersangkutan, atau 
2. Anggota Direksi yang bersangkutan mempunyai benturan 
kepentingan dengan Perseroan. 
Menghadapi hal demikian, menurut Pasal 99 ayat (2) Undang-
Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas, yang berhak 
mewakili Perseroan adalah: 
                                                           
     
30
 Yahya Harahap. op.cit., Hal. 349. 
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1. Anggota Direksi lainnya yang tidak mempunyai benturan 
kepentingan dengan Perseroan, 
2. Dewan Komisaris dalam hal seluruh anggota Direksi mempunyai 
benturan kepentingan dengan Perseroan, atau 
3. Pihak lain yang ditunjuk oleh RUPS dalam hal seluruh anggota 
Direksi atau Dewan Komisaris mempunyai benturan kepentingan 
dengan Perseroan. 
b) Kewajiban Direksi 
Adapun kewajiban seorang Direksi pada suatu Perseroan adalah 
sebagai berikut:31 
1. Membuat daftar pemegang saham, daftar khusus, risalah RUPS, 
dan risalah rapat Direksi (Pasal 100 ayat (1)). 
2. Membuat laporan tahunan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 66 
dan dokumen keuangan Perseroan sebagaimana dimaksud dalam 
Pasal 66 dan keuangan Perseroan sebagaimana dimaksud dalam 
Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1997 tentang Dokumen 
Perseroan (Pasal 100 ayat (1) huruf b). 
3. Memelihara seluruh daftar, risalah, dan dokumen keuangan 
Perseroan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan b dan 
dokumen Perseroan lainnya. Seluruh daftar, risalah, dokumen 
keuangan Perseroan, dan dokumen Perseroan lainnya disimpan di 
tempat kedudukan Perseroan (Pasal 100 ayat (1) huruf (c)). 
                                                           
     
31
 Binoto Nadapdap. op.cit., Hal. 86 
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4. Atas permohonan tertulis dari pemegang saham, Direksi memberi 
izin kepada pemegang saham untuk memeriksa daftar pemegang 
saham, daftar khusus, risalah RUPS dan laporan tahunan, serta 
mendapatkan salinan risalah RUPS dan salinan laporan tahunan. 
(Pasal 100 ayat (3)). 
5. Anggota Direksi wajib melaporkan kepada Perseroan mengenai 
saham yang dimiliki anggota Direksi yang bersangkutan dan/atau 
dalam Perseroan dan Perseroan lain untuk selanjutnya dicatat 
dalam daftar khusus (Pasal 101 ayat (1)). 
6. Anggota Direksi yang tidak melaksanakan kewajiban berdasarkan 
Pasal 101 ayat (1) tersebut akan menimbulkan kerugian bagi 
Perseroan tersebut. (Pasal 101 ayat (2)). 
7. Wajib meminta persetujuan RUPS untuk: 
a. Mengalihkan kekayaan Perseroan atau 
b. Menjadikan jaminan utang kekayaan Perseroan; yang 
merupakan lebih dari 50% (lima puluh persen) jumlah 
kekayaan bersih Perseroan dalam 1 (satu) transaksi atau 
lebih, baik yang berkaitan satu sama lain maupun tidak. 
     3. Dewan Komisaris  
Berdasarkan bunyi Pasal 1 angka 6 Undang-Undang Nomor 40 
Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas, Dewan Komisaris adalah Organ 
Perseroan yang bertugas melakukan pengawasan secara umum dan/atau 
khusus sesuai dengan anggaran dasar serta memberi nasihat kepada 
Direksi. Yang dapat diangkat menjadi Dewan Komisaris adalah orang 
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perseorangan yang cakap melakukan perbuatan hukum, kecuali dalam 
waktu 5 (lima) tahun sebelum pengangkatannya pernah: 
a) Dinyatakan pailit 
b) Menjadi anggota Direksi atau anggota Dewan Komisaris yang 
dinyatakan bersalah menyebabkan suatu Perseroan dinyatakan 
pailit, atau 
c) Dihukum karena melakukan tindak pidana yang merugikan 
keuangan negara dan/atau yang berkaitan dengan sektor 
keuangan.32   
Berdasarkan Ketentuan Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 
tentang Perseroan Terbatas, adapun tugas dan tanggung jawab dari 
Komisaris adalah sebagai berikut: 
a) Melakukan pengawasan atas kebijakan pengurusan, jalannya 
pengurusan pada umumnya, baik mengenai Perseroan maupun 
usaha Perseroan, dan memberi nasehat kepada Direksi. (Pasal 
108). 
b) Wajib dengan itikad baik, kehati-hatian, dan bertanggung jawab 
dalam menjalankan tugas pengawasan dan pemberian nasehat 
kepada Direksi. (Pasal 114 ayat (2)). 
c) Ikut bertanggung jawab secara pribadi atas kerugian Perseroan 
apabila yang bersangkutan bersalah atau lalai menjalankan 
tugasnya (Pasal 114 ayat (2)). 
                                                           
     32 lihat Pasal 110 ayat (1) Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan 




d) Dalam hal Dewan Komisaris terdiri atas 2 (dua) orang anggota 
Dewan Komisaris atau lebih, bertanggung jawab secara tanggung 
renteng.  
e) Memberikan persetujuan atau bantuan kepada Direksi dalam 
melakukan perbuatan hukum tertentu. (Pasal 117 ayat (1)). 
f) Berdasarkan anggaran dasar atau keputusan RUPS, Dewan 
Komisaris dapat melakukan tindakan pengurusan Perseroan dalam 
keadaan tertentu untuk jangka waktu tertentu. (Pasal 118 ayat (1)).  
Dalam melaksanakan tugasnya, Komisaris dalam Perseroan 
Terbatas pada beberapa prinsip yuridis menurut ketentuan Undang-
Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas. Prinsip-
prinsip tersebut adalah sebagai berikut: 
a) Komisaris merupakan badan pengawas. Komisaris dimaksudkan 
sebagai badan pengawas (badan supervisi). Selain mengawasi 
tindakan Direksi, Komisaris juga mengawasi Perseroan secara 
umum. 
b) Komisaris merupakan badan independen. Seperti halnya dengan 
Direksi dan RUPS, pada prinsipnya Komisaris merupakan badan 
yang independen, Komisaris tidak tunduk kepada kekuasaan 
siapapun dan Komisaris melaksanakan tugasnya semata-mata 
untuk kepentingan Perseroan. 
c) Komisaris tidak mempunyai otoritas menajemen (non executive). 
Meskipun Komisaris merupakan pengambil keputusan (decision 
maker), tetapi pada prinsipnya Komisaris tidak memiliki otoritas 
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manajemen (non executive). Pihak yang memiliki tugas manajemen 
eksekutif hanyalah Direksi. 
d) Komisaris tidak bisa memberikan instruksi yang mengikat kepada 
Direksi.33 
D. Akta Pendirian Perseroan Terbatas 
Mengenai pendirian Perseroan Terbatas pada dasarnya telah 
diatur dalam ketentuan Pasal 7 sampai dengan 14 Undang-Undang 
Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas. Salah satu syarat 
pendirian Perseroan Terbatas menurut ketentuan Pasal 7 ayat (1) 
menyatakan pendirian Perseroan haruslah dibuat dalam bentuk akta 
notaris (Notariele Akte, Notarial Deed). Tidak boleh berbentuk akta di 
bawah tangan. 
Keharusan membuat akta pendirian dalam bentuk akta notaris 
tersebut tidak hanya berfungsi sebagai alat bukti atas penjanjian pendirian 
Perseroan (probationis causa), namun berdasar Pasal 7 ayat (1) akta 
notaris itu sekaligus bersifat dan berfungsi sebagai solemnitatis causa. 
Yaitu apabila tidak dibuat dalam akta notaris, akta pendirian Perseroan itu 
tidak memenuhi syarat, sehingga terhadapnya tidak dapat diberikan 
“pengesahan” oleh pemerintah dalam hal ini Menteri Hukum dan Hak 
Asasi Manusia. 
 Adapun hal-hal yang menyangkut ruang lingkup syarat akta notaris 
tersebut adalah sebagai berikut: 
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1. Hal-hal yang harus dimuat dalam akta pendirian 
 Pasal 8 ayat (1) menentukan supaya akta notaris yang berfungsi 
sebagai akta pendirian sah menurut hukum, harus memuat hal-hal tertentu 
yang terdiri dari: 
a) Memuat Anggaran Dasar (AD) 
Menurut Pasal 8 ayat (1) Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 
tentang Perseroan Terbatas, akta pendirian harus memuat AD Perseroan 
yang rumusan dan ketentuannya: 
1. Telah disepakati oleh para pendiri (promaters), 
2. dengan ketentuan AD tidak boleh bertentangan dengan 
Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan 
Terbatas termasuk ketentuan pelaksanaannya. 
Akta pendirian yang tidak memuat AD tidak memenuhi syarat 
material, oleh karena itu akta pendirian tersebut, meskipun berbentuk akta 
notaris, tidak sah dan tidak dapat dijadikan dasar untuk memberi 
pengesahan Perseroan sebagai badan hukum. 
  Anggaran dasar Perseroan Terbatas sekurang-kurangnya memuat: 
a. Nama dan tempat kedudukan Perseroan; 
b. Maksud dan tujuan serta kegiatan usaha Perseroan yang sesuai 
dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku; 
c. Jangka waktu berdirinya Perseroan; 




e. Jumlah saham, jumlah kualifikasi saham apabila ada berikut jumlah 
saham untuk tiap klasifikasi, hak-hak yang melekat pada setiap 
saham, dan nilai nominal setiap saham; 
f. Susunan, jumlah, dan nama anggota Direksi dan Komisaris; 
g. Penetapan tempat dan tata cara penyelesaian RUPS; 
h. Tata cara pemilihan, pengangkatan, penggantian, dan 
pemberhentian anggota Direksi dan Komisaris; 
i. Tata cara penggunaan laba dan pembagian dividen; dan 
j. Ketentuan-ketentuan lain menurut undang-undang.34 
b)  Harus memuat keterangan lain 
Akta pendirian juga harus memuat “keterangan lain”. Keterangan 
lain tersebut diatur dalam Pasal 8 ayat (2) Undang-Undang Nomor 40 
Tahun 2007, yang sekurang-kurangnya terdiri atas: 
1. nama lengkap, tempat dan tanggal lahir, pekerjaan, tempat tinggal 
dan kewarganegaraan pendiri perseorangan, atau nama, tempat 
kedudukan dan alamat lengkap serta nomor dan tanggal keputusan 
Menteri mengenai pengesahan badan hukum dari pendiri 
Perseroan. 
2. nama lengkap, tempat dan tanggal lahir, pekerjaan, tempat tinggal, 
kewarganegaraan anggota Direksi dan Dewan Komisaris yang 
pertama kali diangkat. 
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 Ibid., Hal. 24.  
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3. nama pemegang saham yang telah mengambil bagian saham, 
rincian jumlah saham, dan nilai nominal saham yang telah 
ditempatkan dan disetor. 
2. Pembuatan akta pendirian dapat diwakili 
Menurut ketentuan Pasal 8 ayat (3) Undang-Undang Nomor 40 
Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas, tidak mutlak mesti dilakukan 
para pendiri secara pribadi, tetapi: 
a) Dapat diwakili orang lain 
Jadi bukanlah keharusan yang menghadap kepada notaris untuk 
membuat akta Pendirian adalah para pendiri secara pribadi, tetapi 
dapat diwakili oleh orang lain. Undang-undang tidak membatasi 
siapa saja yang dimaksud dengan orang lain tersebut. Orang 
tersebut akan bertindak sebagai “kuasa” untuk dan atas nama para 
pendiri sesuai dengan ketentuan Pasal 1792 KUH Perdata. 
b) Dituangkan dalam bentuk surat kuasa 
Hal ini agar penerima kuasa secara sah bertindak mewakili para 
pendiri menghadap notaris atas pembuatan akta pendirian, harus 
berdasar “surat kuasa”. Tidaklah sah dalam bentuk kuasa lisan. 
3.  Akta pendirian dibuat dalam bahasa Indonesia 
Hal lain yang mesti dipenuhi akta pendirian yang digariskan Pasal 
7 ayat (1), adalah syarat material yang mengharuskan dibuat dalam 
bahasa Indonesia. Semua hal yang melekat pada akta pendirian, 
termasuk anggaran dasar Perseroan yang dibuat dalam bahasa asing, 
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tidak sah karena tidak memenuhi syarat material Pasal 7 ayat (1). 
Ketentuan ini bersifat memaksa. Oleh karena itu tidak dapat 
dikesampingkan oleh pendiri maupun oleh Menteri.35  
E. Pemberian Kuasa melalui Surat Kuasa 
Pemberian kuasa pada umumnya dilakukan secara tertulis melalui 
surat kuasa. Di dalam surat kuasa tersebut memuat klausul tentang hal-
hal apa yang saja yang harus dilakukan oleh penerima kuasa hingga 
selesai. Rumusan pemberian kuasa (lastgeving) ini pada dasarnya telah 
diatur dalam Pasal 1792 KUH Perdata, yang berbunyi: 
“Pemberian kuasa adalah suatu persetujuan dengan mana seorang 
memberikan kekuasaan kepada seorang lain yang menerimanya, 
untuk atas namanya menyelenggarakan suatu urusan”. 
Rumusan tersebut menjelaskan bahwa yang dinamakan 
lastgeving atau pemberian kuasa adalah suatu perjanjian. Dengan 
demikian suatu pemberian kuasa hanya dapat terjadi antara orang-orang 
yang cakap untuk bertindak dalam hukum.36  
      1. Kewajiban Penerima Kuasa 
Selanjutnya mengenai kewajiban penerima kuasa (lasthebber) 
lebih lanjut diatur pada Pasal 1800 sampai dengan 1806 KUH Perdata. 
Adapun menegenai kewajiban dasar yang mengikat bagi penerima kuasa 
terdapat pada bunyi Pasal 1800, yaitu: 
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“penerima kuasa diwajibkan, selama ia belum dibebaskan, 
melaksanakan kuasanya, dan ia menanggung segala biaya, 
kerugian, dan bunga yang sekiranya dapat timbul karena tidak 
dilaksanakannya kuasa itu”. 
“Begitu pula ia diwajibkan menyelesaikan urusan yang telah mulai 
dikerjakannya pada waktu pemberi kuasa meninggal jika dengan 
tidak segera menyelesaikannya dapat timbul suatu kerugian”.   
Berdasarkan rumusan tersebut, maka penerima kuasa 
bertanggung jawab atas setiap kerugian yang terjadi atas kesalahan atau 
kelalaiannya dalam menjalankan pengurusan yang diperintahkan atau 
diwajibkan kepadanya. Mengenai besar kecilnya pertanggungjawaban 
tersebut, atas kerugian yang diderita oleh pemberi kuasa, Pasal 1801 
menentukan lebih lanjut bahwa: 
“Penerima kuasa tidak saja bertanggung jawab tentang perbuatan-
perbuatan yang dilakukan dengan sengaja, tetapi juga tentang 
kelalaian-kelalaian yang dilakukan dalam menjalankan kuasanya”. 
“Namun itu tanggung jawab tentang kelalaian-kelalaian bagi 
seorang yang dengan cuma-cuma menerima kuasa, tidaklah 
sebegitu berat seperti yang dapat diminta dari seorang yang untuk 
itu menerima upah”.37 
     2. Kewajiban Pemberi Kuasa 
Kewajiban pemberi kuasa ini diatur pada Pasal 1807 hingga Pasal 
1812 KUH Perdata yang secara singkat mengatur mengenai hal-hal 
berikut: 
a. Mengenai akibat (eksternal) dari pelaksanaan kuasa yang telah 
dilakukan oleh penerima kuasa sesuai dengan kuasa yang 
diberikan kapadanya. Hal ini diatur pada Pasal 1807 KUH Perdata 
yang menyatakan bahwa pemberi kuasa wajib memenuhi 
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perikatan-perikatan yang dibuat oleh penerima kuasa menurut 
kekuasaan yang telah diberikan kepadanya. Penerima kuasa tidak 
terikat pada apa yang telah diperbuat selebihnya daripada itu. 
b. Mengenai kewajiban internal untuk melakukan: 
1. Pengembalian persekot-persekot dan biaya-biaya yang telah 
dikeluarkan penerima kuasa untuk melaksanakan kuasanya; 
2. Pembayaran upah penerima kuasa, jika telah diperjanjikan; 
3. Penggantian kerugian kepada penerima kuasa atas kerugian-
kerugian yang telah diderita selama penerima kuasa terdebu 
tidak lalai atau berbuat secara kurang hati-hati; 
4. Pembayaran bunga atas persekot-persekot yang telah 
dikeluarkan oleh penerima kuasa. 
c. Mengenai kewajiban tanggung-menanggung dari beberapa orang 
pemberi kuasa yang memberikan kuasa kepada satu orang 
penerima kuasa. 
d. Mengenai hak retensi yang dimiliki oleh penerima kuasa untuk 
menahan milik pemberi kuasa yang berada di tangannya, untuk 
suatu waktu yang tidak ditentukan lamanya, hingga seluruh 
tuntutan penerima kuasa dari pemberi kuasa, sehubungan dengan 
pemberian kuasa tersebut, telah dibayar lunas oleh pemberi 
kuasa.38 
      
 
                                                           





A. Lokasi Penelitian 
 Lokasi penelitian bertempat di Kota Makassar, Provinsi Sulawesi 
Selatan. Alasan penulis memilih lokasi penelitian ini karena kota Makassar 
merupakan lokasi PT. Bintang Wira Marindah dimana persoalan 
pengangkatan Direksi tanpa melalui keputusan Rapat Umum Pemegang 
Saham (RUPS) terjadi. 
B. Populasi dan Sampel    
 Populasi dari penelitian ini yaitu jajaran organ Perseroan maupun 
karyawan PT. Bintang Wira Marindah. Sedangkan sampel dari penelitian 
ini yaitu Legal staff PT.Bintang Wira Marindah.    
C. Jenis Data dan Sumber Data 
 Jenis data yang digunakan dalam proses penyusunan skripsi ini 
adalah data primer dan data sekunder. Data primer adalah data yang 
diperoleh secara langsung berdasarkan proses wawancara untuk 
memperoleh pendapat dari sampel. Sedangkan data sekunder adalah 
data yang bersumber melalui proses membaca dan mengkaji dokumen-
dokumen perusahaan terkait, buku-buku, maupun beberapa sumber 
lainnya.  
D. Teknik Pengumpulan Data 




a. Data primer dikumpulkan melalui teknik wawancara, yaitu 
berkomunikasi langsung dengan pihak yang terkait yang 
disebutkan dalam sampel penelitian untuk memperoleh informasi 
lisan ataupun pendapat dari sampel.   
b. Data sekunder dikumpulkan melalui teknik kajian atau penelusuran 
dokumen-dokumen perusahaan, buku-buku, dan sumber lainnya. 
E. Analisis Data  
 Data yang diperoleh selanjutnya diolah secara content analysis, 
yaitu mengolah data untuk menghasilkan kesimpulan dan rekomendasi. 
Data yang diperoleh kemudian akan dianalisis secara kualitatif dan 
disajikan secara deskriptif, guna menjawab permasalahan yang diteliti dan 
memberikan pemahaman yang jelas dan terarah mengenai hasil 















HASIL DAN PEMBAHASAN 
 
A. Praktik Penggantian Direksi pada Perseroan Terbatas  
 
Peran Direksi sangat vital dalam mengurus dan mengelola suatu 
Perseroan guna mencapai tujuan yang diinginkan oleh Perseroan. Peran 
Direksi dalam mengelola Perseroan menurut Orinton Purba dapat dilihat 
dari dua fungsi utama dari Direksi yaitu fungsi manajemen dan fungsi 
representasi. Fungsi menajemen berkaitan dengan tugas Direksi untuk 
memimpin dan mengelola Perseroan, sedangkan fungsi representasi 
berkaitan dengan tugas Direksi untuk mewakili perusahaan di dalam dan 
di luar pengadilan. Prinsip mewakili perusahaan di luar pengadilan antara 
lain memberikan konsekuensi Perseroan sebagai badan hukum akan 
terikat dengan transaksi atau kontrak-kontrak yang dibuat oleh Direksi 
atas nama dan untuk kepentingan Perseroan.39 
Berdasarkan pentingnya peran Direksi, maka Undang-Undang 
Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas secara tegas 
mengatur hal-hal yang terkait wewenang seorang Direksi, hingga 
mekanisme pengangkatan, penggantian, ataupun pemberhentian seorang 
Direksi. Mekanisme pengangkatan, penggantian, maupun pemberhentian 
Direksi ini menjadi penting karena mekanisme tersebut akan menentukan 
sah atau tidaknya perbuatan hukum seorang Direksi dalam melakukan 
pengurusan untuk kepentingan Perseroan. Sebelum membahas lebih 
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 Orinton Purba. 2011. Petunjuk Praktis bagi RUPS, Komisaris, dan Direksi 
Perseroan Terbatas agar Terhindar dari Jerat Hukum. Jakarta: Raih Asa Sukses. Hal. 67.  
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lanjut mengenai penggantian Direksi pada PT Bintang Wira Marindah, 
maka penulis akan memaparkan terlebih dahulu dasar hukum dan 
mekanisme pengangkatan Direksi pada sebuah Perseroan sesuai dengan 
undang-undang yang berlaku. 
Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan 
Terbatas secara jelas telah mengatur mekanisme yang harus 
dilaksanakan oleh organ Perseroan untuk melakukan pengangkatan 
Direksi. Kewenangan pengangkatan Direksi tersebut sepenuhnya 
merupakan wewenang RUPS. Hal tersebut tercantum pada Pasal 94 ayat 
(1) undang-undang tersebut, yang berbunyi: “Anggota Direksi diangkat 
oleh RUPS”. Ketentuan tersebut secara tegas menyatakan bahwa satu-
satunya mekanisme pengangkatan Direksi pada suatu Perseroan 
haruslah melalui forum Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS). 
Selanjutnya ketentuan tersebut dipertegas lagi oleh penjelasan Pasal 94 
ayat (1), bahwa kewenangan RUPS mengangkat anggota Direksi tidak 
dapat dilimpahkan kepada organ Perseroan lainnya.  
Selanjutnya C.S.T. Kansil dan Christine S.T. Kansil40 menegaskan 
bahwa dalam tinjauan hukum Perseroan, kewenangan Perseroan untuk 
mengukuhkan segala perbuatan hukum yang mewakili perseoran ada 
pada RUPS. Artinya, cara lain diluar mekanisme yang telah ditentukan 
oleh Pasal 94 ayat (1) undang-undang tersebut tidak boleh dilakukan. 
Dengan demikian Keputusan RUPS tersebutlah yang secara yuridis 
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 C.S.T. Kansil dan Christine C.S.T. Kansil. 2009. Seluk Beluk Perseroan Terbatas 
Menurut Undang-undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas. Jakarta: 
Rineka Cipta. Hal. 7  
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menjadi dasar pengurusan Perseroan oleh Direksi yang diangkat, sesuai 
dengan maksud dan tujuan Perseroan.  
Pelaksanaan RUPS sendiri pada dasarnya dapat dilakukan 
dengan mempertemukan para pemegang saham secara fisik dalam satu 
forum dan dapat pula dilakukan tanpa harus dilakukan pertemuan secara 
fisik dalam suatu forum misalnya melalui media telekonferensi, video 
konferensi ataupun media lainnya yang memungkinkan semua pemegang 
saham mendengar dan melihat secara langsung berlangsungnya rapat.41 
Mekanisme RUPS juga dapat dilakukan dengan sistem circular 
resolution42 yaitu pemegang saham dapat pula mengambil keputusan 
yang mengikat diluar RUPS dengan melakukan usulan yang diedarkan 
kepada seluruh pemegang saham. Mekanisme circular resolution ini 
memiliki kekuatan hukum mengikat yang sama dengan keputusan RUPS.  
Dalam hal pengangkatan Direksi, syarat seseorang dapat diangkat 
menjadi Direksi adalah perseorangan yang cakap43 melaksanakan 
perbuatan hukum, kecuali dalam waktu 5 (lima) tahun pengangkatannya 
pernah: 
1. dinyatakan pailit 
2. menjadi anggota Direksi atau Dewan Komisaris yang dinyatakan 
bersalah menyebabkan suatu Perseroan dinyatakan pailit; atau 
                                                           
      41 Pasal 77 ayat (1) Undang-undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan 
Terbatas.  
      42 Pasal 91 Undang-undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas  
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 pasal 1320 KUHPdt menentukan bahwa kecakapan bertindak merupakan salah 
satu syarat sahnya perjanjian. Menurut pasal 330 KUHPdt ukuran cakap seseroang 
ditentukan dengan usianya yang sudah harus berusia minimal 21 tahun atau telah 
menikah (kawin atau pernah kawin).  
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3. dihukum karena melakukan tindak pidana yang merugikan 
keuangan negara, dan atau berkaitan sektor keuangan.44 
Sebelum menjelaskan posisi kasus pengangkatan Direksi tanpa 
melalui keputusan RUPS, maka terlebih dahulu penulis akan memaparkan 
secara singkat mengenai mekanisme pengangkatan Direksi pada suatu 
Perseroan sesuai dengan Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang 
Perseroan Terbatas. Mekanisme tersebut adalah sebagai berikut: 
1. Seperti yang telah dijelaskan sebelumnya bahwa pengangkatan 
Direksi haruslah diputuskan melalui forum Rapat Umum Pemegang 
Saham (RUPS) sesuai dengan tata cara yang telah diatur dalam 
anggaran dasar45. Rapat umum pemegang saham tersebut 
kemudian menuangkan hasil kesepakatannya dalam hal 
pengangkatan Direksi pada risalah keputusan RUPS maupun 
keputusan RUPS yang dibuat dengan akta autentik oleh notaris. 
Keputusan RUPS tersebut dapat menentukan kapan pengangkatan 
itu mulai berlaku yang menandai sahnya Direksi tersebut untuk 
bekerja. Akan tetapi jika tidak ditentukan dalam risalah RUPS, maka 
keputusan RUPS mengenai pengangkatan Direksi itu mulai berlaku 
sejak ditutupnya RUPS.46 
2. Tiga puluh (30) hari sejak tanggal keputusan RUPS mengenai 
pengangkatan Direksi baru, Direksi tersebut wajib memberitahukan 
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 lihat pasal 93 ayat (1) Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan 
Terbatas  
     45 lihat pasal 94 ayat (4) Undang-undang nomor 40 tahun 2007 tentang Perseroan 
Terbatas  
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 lihat Pasal 94 ayat (5) dan (6) Undang-undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang 
Perseroan Terbatas.  
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perubahan Direksi kepada Menteri, dalam hal ini Menteri Hukum 
dan Hak Asasi Manusia untuk dicatat dalam daftar Perseroan yang 
merupakan perlengkapan dalam Sistem Administrasi Badan Hukum 
(SABH).47 
Seperti yang dijelaskan pada poin (2) di atas bahwa setiap 
perubahan Direksi haruslah diberitahukan kepada Menteri untuk dicatat  
dalam daftar Perseroan. Daftar perusahaan (yang salah satunya 
merupakan Perseroan) adalah daftar catatan resmi yang diadakan 
menurut atau berdasarkan ketentuan peraturan-peraturan 
pelaksanaannya, dan memuat hal-hal yang wajib didaftarkan oleh setiap 
perusahaan serta disahkan oleh pejabat yang berwenang dari kantor 
pendaftaran perusahaan.48 Daftar perusahaan tersebut merupakan suatu 
sumber informasi yang resmi mengenai identitas dan hal-hal tentang dunia 
usaha dan perusahaan. 
Demikian dipaparkan secara singkat mengenai mekanisme 
pengangkatan Direksi pada perseoroan sesuai undang-undang yang 
berlaku. Akan tetapi pada realitasnya, mekanisme yang telah diatur secara 
jelas dalam Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Peseroan 
Terbatas tersebut tidak sepenuhnya ditaati oleh para pelaku usaha dalam 
hal ini para pemegang saham pada Perseroan.  
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Terbatas. 
      48 Pasal 1 huruf a Undang-undang Nomor 3 Tahun 1982 tentang Wajib Daftar 
Perusahaan   
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Dalam hal penggantian Direksi pada perseroan ini, penulis 
melakukan penelitian pada PT. Bintang Wira Marindah yang penggantian 
Direksinya tidak dilakukan melalui keputusan Rapat Umum pemegang 
Saham. Pada dasarnya penggantian Direksi yang terjadi pada Perseroan 
ini setidaknya dapat ditinjau dari dua sisi, yaitu penggantian Direksi 
melalui surat kuasa dan penggantian Direksi PT. Bintang Wira Marindah 
secara lisan. Oleh karena itu, penulis akan menjelaskan secara 
komprehensif tentang penggantian Direksi sesuai dengan praktik 
mekanisme pengangkatan masing-masing.  
1. Penggantian Direksi PT. Bintang Wira Marindah melalui surat 
kuasa 
Pada dasarnya PT. Bintang Wira Marindah telah resmi 
menjalankankan aktivitasnya sebagai badan hukum sejak 28 Maret 2002. 
Perseoan ini bertujuan menjalankan usaha di bidang jasa penyiaran radio, 
dengan menyelenggarakan siaran radio di bidang penerangan, pendidikan 
dan hiburan, serta melakukan usaha-usaha lain yang terkait dengan 
usaha penyelenggaraan radio tersebut. 
Perseoran ini didirikan oleh empat orang yaitu Abdul Hamid, B.A., 
Ir. Phie Eddy, Maryono, Drs. Hadi Sutikno. Dimana modal dasar 
Perseroan ini sebesar Rp400.000.000,- dan dari modal dasar tersebut 
telah ditempatkan oleh masing-masing pendiri sebesar Rp25.000.000,-, 
sehingga total modal yang ditempatkan sebesar Rp100.000.000,-. Jika 
dilihat dari komposisi kepemilikan saham, maka kedudukan keempat 
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pemegang saham adalah sejajar dengan tidak adanya pemegang saham 
mayoritas. 
 Kemudian para pemegang saham tersebut bertindak dalam 
kedudukannya sebagai pemegang saham sekaligus masing-masing 
bertindak sebagai direktur dan Komisaris dengan nama dan posisi 
sebagai berikut: 
1. Direktur Utama  : Ir. Phie Eddy  
2. Direktur   : Drs. Hadi Sutikno 
3. Komisaris Utama : Abdul Hamid, BA 
4. Komisaris   : Maryono49 
   Organ PT. Bintang Wira Marindah jika dilihat dari kedudukannya, 
setiap pemegang saham masing-masing juga berkedudukan sebagai 
Direksi atau Dewan Komisaris. Mengenai hal ini, Undang-Undang Nomor 
40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas sebenarnya tidak mengatur 
secara tegas apakah boleh atau tidak seseorang menduduki rangkap 
jabatan pada setiap organ Perseroan. Akan tetapi, rangkap jabatan pada 
suatu Perseroan tersebut tentu saja dapat menimbulkan benturan 
kepentingan dalam menjalankan aktivitas Perseroan. 
 Rangkap jabatan ini juga akan menyebabkan ketidakjelasan dalam 
pelaksanaan wewenang masing-masing organ Perseroan dimana setiap 
orang menduduki dua jabatan organ perseroan yang berbeda. Misalnya 
saja seorang pemegang saham yang juga berkedudukan sebagai Direksi. 
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Marindah [Pada tanggal 12 September 2012]  
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Hal ini kemungkinannya akan menyebabkan adanya monopoli kebijakan 
oleh Direksi tersebut dalam melakukan pengurusan tanpa meminta 
pertimbangan atau persetujuan dari pemegang saham lainnya. Sudah 
seharusnya setiap organ Perseroan dijabat oleh orang-orang yang 
berbeda karena esensi kewenangannya pun berbeda, sehingga jelas 
siapa yang mengurus Perseroan, melakukan pengawasan, dan meminta 
laporan atas aktivitas Perseroan. Dengan demikian benturan kepentingan 
tersebut tidak terjadi. 
Mengenai benturan kepentingan ini, M. Yahya Harahap 
menyatakan bahwa dalam melaksanakan pengurusan Perseroan, setiap 
tindakan yang mengandung benturan kepentingan dikategorikan sebagai 
tindakan iktikad buruk (bad faith). Menurut Yahya, tindakan demikian 
(yang berbenturan kepentingan) melanggar kewajiban kepercayaan dan 
kewajiban menaati peraturan perundang-undangan.50 Persoalan ini yang 
sepertinya tidak diperhatikan dengan baik oleh organ Perseroan PT. 
Bintang Wira Marindah.  
Untuk pertama kalinya yang menjabat sebagai direktur PT. Bintang 
Wira Marindah adalah Phie Eddy yang menjabat mulai dari tahun 2002 
dimana Perseroan ini resmi menjadi badan hukum. Menurut keterangan51 
yang diperoleh penulis dalam perkembangannya Phie Eddy meninggalkan 
jabatannya sebagai Direksi tanpa alasan yang jelas sehingga terjadi 
kelowongan pada posisi Direksi pada waktu itu.  
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Anggaran dasar PT. Bintang Wira Marindah sebenarnya telah 
menentukan bahwa apabila oleh suatu sebab apapun semua jabatan 
Direksi lowong maka dalam jangka waktu paling lama tiga puluh (30) hari 
sejak terjadinya lowongan tersebut harus diselenggarakan rapat umum 
pemegang saham untuk mengangkat Direksi yang baru, dan untuk 
sementara Perseroan diurus oleh Komisaris. Akan tetapi setelah lewat tiga 
puluh hari mekanisme RUPS tersebut tidak dilaksanakan. Dan 
pengurusan Perseroan tetap dijalankan oleh Abdul Hamid yang 
berdasarkan anggaran dasar Perseroan menjabat sebagai Komisaris. 
Masa pengurusan Perseroan oleh Abdul Hamid tersebut berjalan 
hingga diangkatnya M. Taufiq Nahwi Rasul sebagai Direksi yang baru. 
Praktik penggantian Phie Eddy yang digantikan oleh M. Taufiq Nahwi 
Rasul inilah yang menjadi pokok permasalahan dimana penggantiannya 
tidak sesuai dengan ketentuan undang-undang yang berlaku.  
Seyogyanya mekanisme yang harus ditempuh dalam penggantian 
Direksi pada Perseroan melalui forum Rapat Umum Pemegang Saham 
seperti yang telah dikemukakan sebelumnya. Akan tetapi, salah satu 
pemegang saham dari PT. Bintang Wira Marindah Abdul Hamid justru 
menggunakan surat kuasa untuk mengangkat M. Taufiq Nahwi Rasul 
sebagai Direksi yang baru menggantikan Ir. Phie Eddy.  
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Dalam klausul surat kuasa52 tersebut yang tertanggal Makassar, 30 
Januari 2012, dinyatakan bahwa Abdul Hamid, BA dalam hal ini bertindak 
dalam jabatannya sebagai direktur memberi kuasa kepada M. Taufiq 
Nahwi Rasul khusus untuk dan atas nama pemberi kuasa memberikan 
keterangan-keterangan dan mengurus surat atau hal-hal yang 
menyangkut PT. Bintang Wira Marindah sebagaimana maksud kuasa 
tersebut. Kemudian tertanda pemberi kuasa adalah Abdul Hamid dan M. 
Taufiq Nahwi Rasul sebagai penerima kuasa.  
Hal yang patut menjadi perhatian pada surat kuasa tersebut adalah 
jabatan Abdul Hamid. Dalam surat kuasa Abdul Hamid bertindak sebagai 
Direktur PT. Bintang Wira Marindah. Padahal berdasarkan akta pendirian 
PT. Bintang Wira Marindah, posisi Abdul Hamid, adalah pemegang saham 
sekaligus bertindak sebagai Komisaris utama. Seperti yang dipaparkan 
sebelumya, bahwa direktur pada saat itu adalah Phie Eddy bukan Abdul 
Hamid. 
Menurut penulis, Abdul Hamid tidak berwenang dalam mengangkat 
Direksi yang baru tersebut melalui surat kuasa. Baik dia bertindak atas 
nama pemegang saham, Dewan Komisaris, maupun direktur (Direksi). 
Alasan penulis tersebut akan dijelaskan sebagai berikut: 
1. Atas nama pemegang saham. Tindakan pengangkatan Direksi oleh 
hanya seorang pemegang saham jelas tidak dibenarkan baik oleh 
undang-undang maupun anggaran dasar. Karena yang berwenang 
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dalam melakukan perbuatan pengangkatan Direksi adalah RUPS 
yang merupakan seluruh komponen pemegang saham. 
2. Atas nama Komisaris. Abdul Hamid, menurut anggaran dasar 
Perseroan juga merupakan Komisaris utama. Akan tetapi tidak satu 
pun klausul dalam anggaran dasar maupun undang-undang yang 
memberikan kewenangan kepada seorang Komisaris dapat 
mengangkat Direksi pada Perseroan. Baik undang-undang maupun 
anggaran dasar mengatur bahwa pengangkatan Direksi haruslah 
melalui mekanisme rapat umum pemegang saham. 
3. Atas nama direktur. Hal ini jelas merupakan suatu kekeliruan karena 
Direksi pada saat itu bukanlah Abdul Hamid, melainkan Phie Eddy. 
Oleh karena itu, atas nama direktur Abdul Hamid tidak memiliki 
kewenangan untuk mengangkat Direksi. 
Penggantian Direksi oleh pihak yang tidak berwenang karena 
melanggar ketentuan undang-undang tentunya akan mengakibatkan 
konsekuensi hukum bagi Direksi maupun Perseroan. mengenai 
konsekuensi tersebut akan dijelaskan pada pokok pembahasan 
selanjutnya pada tulisan ini. 
      2. Penggantian Direksi Pada PT. Bintang Wira Marindah secara  
lisan  
 Menurut keterangan yang diperoleh penulis dari Legal Staff PT. 
Bintang Wira Marindah53, komposisi saham PT Bintang Wira Marindah 
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Maret 2013 Pkl. 15.30 WITA]  
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setelah diakuisisi berubah menjadi  90 % dimilliki oleh Aksa Mahmud dan 
10 % dimiliki oleh Abdul Hamid. Oleh karena itu, saat ini PT Bintang Wira 
Marindah telah berada dalam pengendalian Aksa Mahmud selaku 
pemegang saham mayoritas. Penggantian Direksi pada periode ini, secara 
kronologis akan dipaparkan sebagai berikut:  
1. Setelah diakusisi oleh Aksa Mahmud jabatan Direksi masih dijabat 
oleh M. Taufiq Nahwi Rasul yang pengangkatannya didasarkan 
pada surat kuasa pengangkatan Direksi. Kemudian bersamaan 
dengan kedudukan M. Taufiq Nahwi Rasul sebagai direktur pada 
waktu itu diangkat lagi seorang Direksi oleh Aksa Mahmud. 
Rahmadani merupakan Direksi yang diangkat melalui penunjukan 
lisan oleh Aksa Mahmud. Rahmadani pada waktu itu 
berkedudukan sebagai direktur operasional sementara M. Taufiq 
Nahwi Rasul berkedudukan sebagai direktur utama PT. Bintang 
Wira Marindah. 
2. Beberapa waktu kemudian M. Taufiq Nahwi Rasul diganti lagi oleh 
Aksa Mahmud karena dianggap tidak berkompeten dalam 
mengelola Perseroan. Pada waktu itu Ramli Manong ditunjuk oleh  
Aksa Mahmud menggantikan M. Taufiq Nahwi Rasul sebagai 
Direksi yang baru. Pengangkatan Ramli Manong ini juga 
didasarkan pada penunjukan lisan oleh Aksa Mahmud. Posisi 
direktur utama kemudian dijabat oleh Ramli Manong dan 
Rahmadani bertindak sebagai direktur operasional pada PT. 
Bintang Wira Marindah.  
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3. Kemudian Aksa Mahmud memberhentikan Ramli Manong dari 
jabatannya sebagai direktur utama dengan alasan bahwa Ramli 
Manong juga dianggap tidak berkompeten dalam mengelola 
Perseroan dan juga terlibat perselisihan pribadi dengan 
Rahmadani. Pada waktu itu kemudian Rahmadani mengambil alih 
posisi  direktur (Direksi) satu-satunya PT. Bintang Wira Marindah. 
Rahmadani menjabat sebagai Direksi PT. Bintang Wira Marindah 
hingga saat ini.   
Berdasarkan mekanisme pengangkatan beberapa Direksi pada PT. 
Bintang Wira Marindah tersebut, setiap penggantian Direksi yang 
dilakukan tidak dilakukan berdasarkan keputusan RUPS dengan 
memerhatikan prinsip kepemilikian saham. Hal ini ditegaskan pula oleh 
Legal Staff PT. Bintang Wira Marindah yang sama sekali tidak pernah 
memperoleh risalah RUPS maupun bukti tertulis lainnya mengenai 
pengangkatan Direksi-Direksi tersebut. Jika penggantian Direksi hanya 
dilakukan secara lisan, hal ini juga akan mempersulit organ Perseroan 
nantinya dalam hal pembuktian, termasuk bukti yang digunakan untuk 
memberitahukan penggantian Direksi yang baru itu kepada Menteri 
Hukum dan Hak Asasi Manusia yang merupakan kewajiban administratif 
setiap Perseroan. 
Seperti yang telah dijelaskan di awal, saham PT. Bintang Wira 
Marindah tidak dimiliki tunggal oleh Aksa Mahmud, akan tetapi dimiliki 
pula oleh Abdul Hamid sebagai pemegang 10 % saham PT. Bintang Wira 
Marindah. Dengan posisi Aksa Mahmud sebagai pemegang saham 
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mayoritas memang dapat dikatakan bahwa Perseroan berada pada 
pengendaliannya sehingga secara mutlak segala kebijakan dan arahan 
kepada Perseroan berasal darinya. Akan tetapi menurut penulis, Aksa 
Mahmud seharusnya tidak mengenyampingkan hak minoritas dari Abdul 
Hamid.  
Hak para pemegang saham untuk menentukan kebijakan melalui 
RUPS pada dasarnya tidak selamanya ditentukan melalui mekanisme 
voting. Pasal 87 Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang 
Perseoan Terbatas mengatur bahwa keputusan RUPS diambil 
berdasarkan musyawarah mufakat. Jika tidak tercapai keputusan melalui 
musyawarah mufakat, maka selanjutnya dilaksanakan mekanisme voting 
berdasarkan hak suara yang dimiliki oleh pemegang saham sesuai 
dengan jumlah saham yang dimiliki. 
Ketentuan diatas tentu saja menegaskan bahwa pemegang saham 
mayoritas tidak sepenuhnya dapat menentukan kebijakan secara mutlak 
pada forum RUPS berdasarkan jumlah saham yang dimiliki. Musyawarah 
mufakat lebih diutamakan dalam hal pengambilan keputusan RUPS. 
Dalam kondisi tertentu suara, usulan, ataupun keinginan pemegang 
saham minoritas dapat saja diambil menjadi keputusan RUPS apabila 
mekanisme yang ditempuh adalah musyawarah mufakat dengan 
meyakinkan pemegang saham mayoritas bahwa usulan yang diajukan 
adalah hal yang penting untuk diakomodir dalam keputusan RUPS. 
Termasuk jika agenda RUPS tersebut terkait dengan pengangkatan, 
pemberhentian, maupun penggantian Direksi.    
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Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseoan Terbatas 
pula mengatur bahwa pemegang saham baik secara individu maupun 
secara kolektif yang memiliki saham Perseroan berjumlah sampai dengan 
1/10 (sepersepuluh) dari seluruh jumlah saham yang dikeluarkan oleh 
Perseroan, mempunyai hak untuk: 
a. Meminta diselenggarakan Rapat Umum Pemegang Saham; 
b. Atas nama Perseroan menggugat direktur, dan Komisaris yang 
karena perbuatan atau keputusannya telah menerbitkan kerugian 
pada Perseroan; 
c. Meminta diadakannya pemeriksaan atas Perseroan; 
d. Menuntut dibubarkannya Perseroan; 
e. Meminta agar saham yang dimiliki pemegang saham dibeli dengan 
harga wajar oleh Perseroan.54  
Pemenuhan hak minoritas tersebut harus diwujudkan dalam 
mekanisme RUPS mengenai penentuan segala kebijakan yang berkaitan 
dengan aktivitas Perseroan. Termasuk mekanisme penggantian Direksi 
yang menurut undang-undang wajib dilakukan melalui mekanisme RUPS. 
Risalah keputusan RUPS tersebut yang kemudian menjadi bukti tertulis 
terwujudnya pemenuhan hak-hak para pemegang saham. Termasuk 
pemegang saham minoritas sekalipun. Dalam hubungan keperdataan 
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   Binoto Nadapdap. op.cit., Hal. 72  
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bukti tertulis55 dalam bentuk risalah RUPS tersebut merupakan bukti yang 
utama jika terjadi perselisihan diantara para pihak.  
Dalam konteks yang lebih luas pula, perlakuan yang sama melalui 
pemenuhan hak-hak pemegang saham minoritas ini menjadi bagian 
penting dari pemenuhan prinsip Good Corporate Governance dengan 
memerhatikan kepentingan para pemegang saham secara wajar dan 
setara (fairness).56 Diakomodirnya dengan baik hak-hak para pemegang 
saham ini tentunya akan meminimalisir kemungkinan terjadinya 
perselisihan yang dapat merugikan kepentingan Perseroan. 
B. Konsekuensi Hukum Penggantian Direksi tanpa Melalui 
Keputusan Rapat Umum Pemegang Saham  
Seperti yang telah dipaparkan sebelumnya, bahwa penggantian 
seorang Direksi haruslah melalui forum Rapat Umum Pemegang Saham 
yang selanjutnya hasil keputusannya dituangkan dalam risalah keputusan 
Rapat Umum Pemegang Saham. Akan berbeda konsekuensi hukum yang 
ditimbulkan jika penggantian seorang Direksi menggunakan keputusan 
RUPS dibandingkan penggantian Direksi menggunakan surat kuasa 
ataupun penggantian secara lisan. Menurut penulis konsekuensi hukum 
yang dapat ditimbulkan adalah penolakan permohonan atau 
pemberitahuan yang diajukan oleh Direksi kepada Menteri Hukum dan 
                                                           
      55   Mengenai alat bukti dalam acara perdata dimuat pada Pasal 1866 KUHPerdata  
     
56
 Badriyah Rifai. 2009. Peran Komisaris Independen dalam Mewujudkan Good 
Corporate Governance di Perusahaan Publik. Jurnal Hukum No.3 Vol.16. Universitas 
Hasanuddin. Makassar. Hal. 403-404.  
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Hak Asasi Manusia, serta secara yuridis perbuatan hukum Direksi yang 
diangkat tanpa melalui keputusan RUPS batal demi hukum.  
1. Penolakan permohonan atau pemberitahuan yang diajukan 
oleh Direksi kepada Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia 
Pasal 94 ayat (7) Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang 
Perseroan Terbatas mengatur bahwa: 
“Dalam hal terjadi pengangkatan, penggantian, dan pemberhentian 
anggota Direksi, Direksi wajib memberitahukan perubahan anggota 
Direksi kepada Menteri untuk dicatat dalam daftar Perseroan dalam 
jangka waktu paling lambat 30 (tiga puluh) hari terhitung sejak 
tanggal keputusan RUPS tersebut.” 
Setiap perubahan anggota Direksi wajib diberitahukan 
perubahannya kepada Menteri dalam hal ini Menteri Hukum dan Hak 
Asasi Manusia untuk dicatat dalam daftar Perseroan. Pemberitahuan 
tersebut harus dilakukan oleh Direksi yang lama dan Direksi yang baru 
diangkat, ataupun dapat dikuasakan kepada Notaris. Setiap perubahan 
anggota Direksi harus dicatatkan dalam daftar Perseroan mengingat 
bahwa salah satu data yang dimuat dalam data Perseroan seperti yang 
diatur pada Pasal 29 ayat (2) huruf g Undang-Undang Nomor 40 Tahun 
2007 tentang Perseroan Terbatas adalah nama lengkap dan alamat 
pemegang saham, anggota Direksi, dan anggota Dewan Komisaris 
Perseroan. Daftar Perseroan ini sangat penting fungsinya bagi dunia 
usaha maupun pemerintah, antara lain:57 
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57 
 
1. Bagi dunia usaha, daftar Perseroan ini menjadi penting untuk 
mencegah dan menghindari praktek-praktek yang tidak jujur 
dimana salah satu tujuan utama daftar Perseroan ini yaitu untuk 
melindungi perusahaan yang dijalankan secara jujur. Daftar 
Perseroan ini dapat digunakan sebagai sumber informasi untuk 
kepentingan usahanya. Demikian pula untuk pihak ketiga yang 
berkepentingan akan informasi tersebut. 
2. Bagi pemerintah, adanya daftar Perseroan sangat penting karena 
akan memudahkan untuk sewaktu-waktu dapat mengikuti 
perkembangan dan keadaan yang sebenarnya dari dunia usaha di 
wilayah Negara Republik Indonesia secara menyeluruh. Data 
Perseroan ini juga penting bagi pemerintah untuk menetapkan 
kebijaksanaan dalam rangka memberikan bimbingan, pembinaan, 
dan pengawasan atas dunia usaha, serta dalam menciptakan iklim 
usaha yang sehat dan tertib. 
Mengenai pemberitahuan perubahan data Perseroan secara jelas 
diatur pada Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 
M.HH-01.AH.01.01 Tahun 2011 tentang Tata Cara Pengajuan 
Permohonan Pengesahan Badan Hukum dan Persetujuan Perubahan 
Anggaran Dasar serta Penyampaian Pemberitahuan Perubahan Anggaran 
Dasar dan Perubahan Data Perseroan Terbatas. Berikut adalah ketentuan 
terkait pemberitahuan perubahan data Perseroan tersebut:  
1. Pasal 15 ayat (1) peraturan Menteri ini mengatur bahwa dalam hal 
terdapat perubahan data Perseroan, maka perubahan data 
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tersebut cukup diberitahukan oleh pemohon kepada Menteri atau 
pejabat yang ditunjuk melalui Sistem Administrasi Badan Hukum 
(SABH) dengan cara mengisi format perubahan data Perseroan 
dilengkapi dengan keterangan mengenai dokumen pendukung.  
2. Kemudian Pasal 15 ayat (3) peraturan Menteri tersebut 
memberikan persyaratan untuk perubahan susunan nama dan 
jabatan anggota Direksi dan/atau Dewan Komisaris maka wajib 
menyertakan data pendukung berupa tembusan berita acara 
RUPS atau akta pernyataan keputusan RUPS mengenai 
perubahan susunan Direksi dan/atau Dewan Komisaris, serta 
ringkasan akta perubahan susunan anggota Direksi dan/atau 
Dewan Komisaris.  
3. Selanjutnya diatur pula pada Pasal 16 bahwa dokumen pendukung 
yang berupa tembusan akta Notaris harus dibubuhi stempel 
jabatan notaris pada halaman pertama dan terakhir tembusan akta 
tersebut. Selain itu pada Pasal 17 ayat (2) juga menegaskan 
bahwa Notaris bertanggung jawab dalam pembuatan akta 
pendirian, akta perubahan anggaran dasar, dan akta yang memuat 
perubahan data perseroan yang dibuat dihadapannya, sesuai 
dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. 
Pasal 94 ayat (7) Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang 
Perseroan Terbatas maupun peraturan pelaksananya, mengatur bahwa 
setiap perubahan anggota Direksi pada Perseroan yang akan 
diberitahukan kepada Menteri adalah pemberitahuan yang dibuktikan 
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dengan keputusan rapat umum pemegang saham. Bukti diluar itu tidak 
diperbolehkan termasuk surat kuasa seperti yang digunakan pada kasus 
PT. Bintang Wira Marindah apalagi penggantian secara lisan. Tidak 
digunakannya keputusan RUPS ini tentu saja dapat menyebabkan 
pemberitahuan atas perubahan anggota Direksi tersebut tidak dapat 
diterima oleh Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia. Dalam kondisi 
seperti inilah pentingnya sebuah risalah atau berita acara keputusan 
RUPS terkait penggantian Direksi pada Perseroan.   
Selanjutnya konsekuensi ini berdampak pada apa yang ditentukan 
pada Pasal 94 ayat (8) dan (9) Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 
tentang Perseroan Terbatas yang menyatakan bahwa:    
“Dalam hal pemberitahuan sebagaimana dimaksud pada ayat (7) 
belum dilakukan Menteri menolak setiap permohonan yang 
diajukan atau pemberitahuan yang disampaikan kepada Menteri 
oleh Direksi yang belum tercatat dalam daftar Perseroan.” 
“Pemberitahuan sebagaimana dimaksud pada ayat (8) tidak 
termasuk pemberitahuan yang disampaikan oleh Direksi baru atas 
pengangkatan dirinya sendiri.” 
 
Tidak diakuinya instrumen lain diluar keputusan RUPS untuk 
mengajukan pemberitahuan perubahan anggota Direksi tersebut secara 
langsung mengakibatkan pemberitahuan itu tidak dapat diterima.  
Akibatnya, pemberitahuan itu tidak dapat dilakukan oleh organ Perseroan 
sehingga Menteri akan menolak setiap permohonan atau pemberitahuan 
untuk kepentingan aktivitas Perseroan. Dengan kata lain, konsekuensi 
hukum dari tidak dilakukannya pemberitahuan atas adanya penggantian 
Direksi ini dapat mengakibatkan tidak diakuinya eksistensi dan tindakan 
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perseoan yang dilakukan oleh Direksi baru dalam melakukan perbuatan 
administratif kepada pemerintah. Misalnya saja pemberitahuan atas 
perubahan anggaran dasar dan data Perseroan lainnya.  
Selanjutnya Pasal 94 ayat (9) juga mengatur bahwa Direksi yang 
baru juga wajib memberitahukan kepada Menteri atas pengangkatan 
dirinya sendiri. Hal ini dilakukan tentunya agar terakuinya eksistensi dari 
Direksi yang baru sehingga sempurnalah kewenangannya dalam 
melakukan pengurusan Perseroan. Tidak dilakukannya pemberitahuan 
penggantian Direksi oleh Direksi yang baru ini akan menimbulkan 
berbagai akibat hukum bagi aktivitas Perseroan yang secara tidak 
langsung akan menggangu perkembangan dan pencapaian tujuan dari 
Perseroan yang bersangkutan.  
Freddy Harris dan Teddy Nugroho mengemukakan bahwa akibat 
hukum yang dapat ditimbulkan atas pengangkatan Direksi baru yang tidak 
diberitahukan kepada Menteri antara lain yaitu: akibat hukum yang diatur 
oleh undang-undang, akibat hukum bagi kewenangan Direksi yang baru, 
akibat hukum terhadap kepentingan pemegang saham, dan akibat hukum 
terhadap kepentingan stakeholder.58 
a. Akibat hukum yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 40 Tahun 
2007 tentang Perseroan Terbatas   
Seperti yang telah dijelaskan sebelumnya bahwa Undang-Undang 
Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas mewajibkan kepada 
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Direksi yang lama dan Direksi yang baru untuk memberitahukan kepada 
Menteri secara terpisah dalam waktu 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal 
keputusan RUPS mengenai pengangkatan Direksi tersebut, atau sejak 
RUPS yang mengangkat Direksi tersebut resmi ditutup. 
Akibat hukum yang dapat ditimbulkan dari tidak dipenuhinya syarat 
tersebut mengakibatkan adanya pemberian sanksi yang bersifat 
administratif oleh otoritas pemberi sanksi. Otoritas pemberi sanksi tersebut 
adalah Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia sebagai subjek yang akan 
disampaikan pemberitahuan. Adapun sanksi yang diberikan atas 
pelanggaran kewajiban tersebut adalah ditolaknya setiap permohonan 
maupun pemberitahuan perubahan anggaran dasar atau data Perseroan 
yang dilakukan oleh Direksi baru. Dengan kata lain, menurut hukum untuk 
melakukan tindakan administratif terkait dengan perubahan anggaran 
dasar dan data Perseroan adalah kewenangan Direksi yang lama.  
Tidak dilakukannya pemberitahuan oleh Direksi yang lama dan 
Direksi yang baru akan berakibat pada tanggung jawab kolektif dari 
Direksi yang lama dan Direksi yang baru atas kerugian yang mungkin 
timbul karena terjadinya stagnansi perkembangan dan pertumbuhan 
Perseroan. Stagnansi yang disebabkan oleh tidak dapat diubahnya 
anggaran dasar dan data suatu Perseroan tentu saja dalam skema yang 





b. Akibat hukum bagi kewenangan Direksi baru dalam mengurus 
Perseroan 
Akibat hukum yang dimaksud disini mengarah pada pertanyaan 
apakah jika tidak dilakukannya pemberitahuan oleh Direksi yang 
bersangkutan dapat mengakibatkan Direksi itu tidak berwenang dalam 
melakukan Perseroan dan bertindak atas nama Perseroan. Hal ini 
merupakan permasalahan yang harus dijawab tersendiri mengingat 
Undang-undang Nomor 40 Tahun 2007 tidak mengatur secara jelas 
mengenai hal ini. 
Tidak dilakukannya kewajiban administrasi pemberitahuan kepada 
Menteri pada dasarnya tidak mengakibatkan Direksi menjadi tidak 
berwenang mengurus dan bertindak atas nama Perseroan. setidaknya 
ada dua hal yang menguatkan alasan tersebut, yaitu: 
1. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan 
Terbatas tidak mengatur bahwa sanksi yang dapat dikenakan 
apabila tidak dilakukannya pemberitahuan oleh Direksi yang baru 
atas pengangkatan dirinya sendiri mengakibatkan Direksi yang 
bersangkutan tidak berwenang mengurus Perseroan. 
2. Hukum korporasi yang diterima secara universal murni masuk 
dalam rezim hukum perdata. Hal ini berarti bahwa negara tidak 
boleh mengintervensi kesepakatan-kesepakatan privat dalam 
hukum korporasi, sepanjang kesepakatan-kesepakatan tersebut 
tidak bertentangan dengan undang-undang. Dalam konteks ini, 
63 
 
Direksi yang dipilih oleh pemegang saham dalam suatu hubungan 
yang bersifat kontraktual, tidak boleh dinyatakan tidak berwenang 
mengurus Perseroan hanya karena tidak melaksanakan tindakan 
administratif kepada pemerintah. 
Telah jelas dipaparkan bahwa pengurusan Perseroan oleh Direksi 
baru yang tidak memberitahukannya kepada Menteri tidak mengakibatkan 
Direksi itu tidak berwenang dalam mengurus Perseroan, termasuk 
kewenangannya dalam mengadakan perjanjian dengan pihak ketiga. Akan 
tetapi permasalahan akan timbul ketika hubungan dengan pihak ketiga 
tersebut jika terkait dengan kerjasama mengenai pengembangan 
Perseroan yang memerlukan perubahan anggaran dasar dan data 
Perseroan. Misalnya saja tindakan merger (penggabungan) Perseroan 
yang akan berdampak pada perubahan maksud dan tujuan Perseroan 
yang merupakan bagian pokok dari anggaran dasar, sehingga diperlukan 
adanya perubahan anggaran dasar ataupun pemberitahuan kepada 
Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia mengenai proses penggabungan 
Perseroan tersebut.59  
Dalam kondisi tersebut sudah pasti Perseroan akan wanprestasi 
dengan pihak ketiga karena perubahan anggaran dasar tidak dapat 
dilakukan disebabkan oleh belum dilaporkannya pemberitahuan 
pengangkatan Direksi yang baru tersebut. Dalam hal ini tentunya akan 
menimbulkan alas hak bagi pihak ketiga tersebut untuk menggugat 
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 lihat: Pasal 129 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang 
Perseroan Tebatas  
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Perseroan, sehingga jika terjadi kondisi seperti ini, maka Direksi yang baru 
wajib bertanggung jawab secara pribadi atas kerugian pihak ketiga 
tersebut karena tidak suksesnya perjanjian.     
c. Akibat hukum dalam kaitannya dengan kepentingan pemegang 
saham 
Telah dipaparkan sebelumnya bahwa salah satu akibat dari tidak 
disampaikanya pemberitahuan oleh Direksi baru kepada Menteri dapat 
berdampak pada terjadinya stagnansi perkembangan dan pertumbuhan 
Perseroan. Hal ini secara tidak langsung tentu akan berdampak pada 
keuntungan Perseroan, yang mana profit oriented ini merupakan 
karakteristik atau tujuan dari pemegang saham dalam mendirikan sebuah 
Perseroan. Dengan kata lain Direksi pada dasarnya memiliki kewajiban 
yang sangat esensial untuk memaksimalkan keuntungan guna 
mewujudkan kepentingan pemegang saham.  
Dalam konteks ini, jika terjadi stagnansi Perseroan yang 
mengakibatkan tidak maksimalnya perolehan keuntungan Perseroan, 
maka yang paling dirugikan disini adalah pemegang saham mengingat 
yang paling berkepentingan dengan keuntungan Perseroan adalah 
pemegang saham. Atas kerugian atau hilangnya keuntungan yang 
seharusnya didapat oleh pemegang saham jika Perseroan tidak dapat 
berkembang sabagaimana mestinya, mengakibatkan timbulnya hak bagi 
pemegang saham untuk menggugat Direksi secara langsung atas 
kerugian pribadinya atau atas nama Perseroan oleh pemegang saham 
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minoritas terhadap kesalahan atau kelalaiannya yang menimbulkan 
kerugian bagi Perseroan. 
Konkretnya, akibat hukum lain yang dapat timbul dari tidak 
dilaksanakannya kewajiban pemberitahuan oleh Direksi yang baru kepada 
Menteri atas pengangkatannya adalah timbulnya hak menggugat dari 
pemegang saham kepada Direksi atas keuntungannya yang hilang. Untuk 
itu melalui putusan pengadilan anggota Direksi bertanggung jawab secara 
pribadi atau Direksi bertanggung jawab secara tanggung renteng atas 
kerugian yang diderita oleh pemegang saham, karena tidak dilakukannya 
tindakan administratif berupa pemberitahuan oleh Direksi baru tersebut. 
d. Akibat hukum dalam kaitannya dengan kepentingan stakeholder 
Pemangku kepentingan (stakeholder) yang dimaksud disini adalah 
kepentingan para karyawan, konsumen, dan masyarakat. 
1. Bagi kepentingan karyawan atau pekerja. Hubungan yang timbul 
adalah hubungan kontraktual antara karyawan dan Perseroan atau 
yang dikenal dengan employement agreement. Hal ini 
menegaskan bahwa sepanjang Perseroan tetap menunaikan 
kewajibannya dalam kontrak, maka tidak akan timbul gugatan atas 
haknya yang disebabkan atas stagnansi perkembangan 
Perseroan. Kepentingan dalam bentuk gugatan itu akan muncul 
apabila haknya tidak dipenuhi oleh Perseroan. 
2. Bagi kepentingan konsumen. Kepentingan ini lahir dari hubungan 
antara Perseroan dan konsumen. Berdasarkan hubungan yang 
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demikian maka tidak akan timbul kepentingan konsumen 
sepanjang Perseroan menjamin kelancaran distribusi, kualitas 
barang dan jasa, dan kecukupan ketersediaan barang dan jasa 
tersebut. Kaitannya dengan timbulnya stagnansi pertumbuhan 
Perseroan sedikit banyaknya akan memengaruhi aktivitas 
pelayanan oleh Perseroan terhadap konsumen yang dapat 
menimbulkan dasar hak menggugat. Dasar hak menggugat tidak 
akan muncul sepanjang ketersediaan dan kualitas barang dan jasa 
yang diproduksi Perseroan tersebut terjamin. 
3. Bagi kepentingan masyarakat. Hubungan yang terjadi antara 
Perseroan dan masyarakat bukan merupakan hubungan yang 
sifatnya kontraktual, tetapi hubungan itu sejalan dengan tujuan 
pencapaian keuntungan dari Perseroan. Dalam kaitannya dengan 
stagnansi pertumbuhan dan perkembangan Perseroan, tidak 
terdapat kepentingan masyarakat yang dirugikan atas hal ini. 
Sebaliknya jika Perseroan tersebut untung, maka para pemangku 
kepentingan turut diuntungkan.  
Berdasarkan pemaparan tersebut, hubungan antara pemangku 
kepentingan (pekerja, konsumen, dan masyarakat) dengan Perseroan 
bukanlah hubungan yang memiliki dampak langsung atas suatu kerugian 
atau hilangnya keuntungan Perseroan. Akan tetapi, dalam kaitannya 
dengan stagnansi perkembangan Perseroan karena tidak dapat 
dilakukannya perubahan anggaran dasar dan data Perseroan sebagai 
akibat tidak dilakukannya pemberitahuan oleh Direksi baru kepada 
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Menteri atas pengangkatan dirinya tidak menimbulkan hak bagi pemangku 
kepentingan untuk memperjuangkan kepentingannya, kecuali atas 
keadaan tersebut turut menimbulkan kerugian atau hilangnya hak mereka.  
    2.  Perbuatan hukum Direksi dalam mewakili dan mengurus  
         Perseroan batal demi hukum 
 
Berdasarkan posisi kasus yang terjadi pada PT. Bintang Wira 
Marindah seperti yang telah dipaparkan sebelumnya, penggantian Direksi 
tersebut dilakukan dengan menggunakan surat kuasa maupun hanya 
dengan penunjukan secara lisan. Hal ini secara yuridis bertentangan 
dengan ketentuan Pasal 94 ayat (1) Undang-Undang Nomor 40 Tahun 
2007 tentang Perseroan Terbatas dimana setiap Direksi diangkat harus 
Melalui forum Rapat Umum Pemegang Saham.  
Secara yuridis pula, baik secara lisan maupun penggantian Direksi 
secara tertulis melalui surat kuasa merupakan bentuk perjanjian yang 
melahirkan perikatan diantara keduanya.60 Esensi perjanjian tersebut 
terdapat pada ketentuan Pasal 1313 yang memuat bahwa “suatu 
perjanjian adalah suatu perbuatan dengan mana satu orang atau lebih 
mengikatkan dirinya terhadap satu orang lain atau lebih”.  Khusus 
mengenai pemberian kuasa dipertegas dalam bunyi Pasal 1792 KUHPdt 
yang menyatakan bahwa “pemberian kuasa adalah suatu perjanjian ketika 
seseorang memberikan kekuasaan kepada orang lain, yang menerimanya 
untuk dan atas namanya menyelenggarakan suatu urusan”. Pemberian 
                                                           
     60 Ahmadi Miru dan Sakka Pati. 2009. Hukum Perikatan: Penjelasan Makna Pasal 
1233 Sampai 1456 BW. Jakarta: Rajawali Pers. Hal. 3-4  
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kuasa merupakan perjanjian ini juga dipertegas oleh Lukman Santoso 
bahwa pemberian kuasa merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari 
suatu perjanjian yang mempunyai alas hukum yang sah dimana kuasa 
diberikan untuk kepentingan penerima kuasa.61  
Oleh karena pemberian kuasa melalui surat kuasa dan penunjukan 
secara lisan merupakan perjanjian, maka perjanjian kuasa yang dibuat 
oleh pemberi kuasa dan penerima kuasa dalam kasus penggantian 
Direksi PT. Bintang Wira Marindah tersebut harus tunduk pada ketentuan 
syarat sahnya perjanjian seperti yang diatur pada Pasal 1320 KUHPdt. 
Pasal tersebut menegaskan bahwa syarat sahnya perjanjian terdiri dari:   
1. Sepakat mereka yang mengikatkan dirinya; 
2. Kecakapan untuk membuat suatu perikatan; 
3. Suatu hal tertentu; 
4. Suatu sebab yang halal 
Syarat sahnya perjanjian ini dapat ditinjau dari dua sisi yaitu syarat 
subjektif dan syarat objektif. Dua syarat ini juga menimbulkan konsekuensi 
hukum yang berbeda. Suatu perjanjian dianggap memenuhi syarat 
subjektif apabila telah terpenuhinya poin 1 dan 2 yaitu syarat adanya 
kesepakatan dan perikatan itu dilakukan oleh orang yang  dianggap cakap 
secara hukum. Konsekuensi hukum apabila tidak terpenuhinya syarat 
subjektif ini mengakibatkan perjanjian itu “dapat dibatalkan”. Selanjutnya 
suatu perjanjian dianggap memenuhi syarat objektif apabila telah 
                                                           
     
61
 Lukman Santoso. 2012. Hukum Perjanjian Kontrak. Yogyakarta: Cakrawala. Hal.70. 
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terpenuhinya poin 3 dan 4 yaitu suatu hal tertentu yang terkait dengan 
obyek perjanjian dan suatu sebab yang halal. Konsekuensi hukum apabila 
tidak terpenuhinya syarat objektif tersebut adalah perjanjian tersebut 
“batal demi hukum” sehingga perjanjian itu tidak memiliki kekuatan hukum 
dan perjanjian itu dianggap tidak pernah ada. 
Menurut Ricardo Simanjuntak62 sebab atau kausa bukan 
merupakan keinginan subjektif dari para pihak yang berkontrak. Artinya 
motif (keinginan yang bersifat subjektif) dari apa yang menyebabkan 
kedua belah pihak tersebut bersepakat untuk melakukan kontrak tidak 
menjadi ukuran dalam menentukan halal atau tidaknya perbuatan hukum 
tersebut. Sehingga pemahaman tentang halal atau tidak halal tersebut 
haruslah dilihat secara objektif pada inti dari lahirnya perikatan yang 
didasarkan larangan atau bertentangannya isi perjanjian tersebut dengan 
undang-undang, kesusilaan, dan ketertiban umum.63  
Kasus penggantian Direksi yang berbentuk perjanjian baik secara 
lisan maupun pemberian kuasa melalui surat kuasa seperti yang 
dipraktikkan pada kasus tersebut jika dikaitkan dengan aturan hukum 
yang ada, menurut penulis merupakan bentuk perjanjian yang batal demi 
hukum. Alasan penulis mengatakan demikian akan dijelaskan sebagai 
berikut: 
 
                                                           
     62 Ricardo Simanjuntak. 2011. Teknik Perancangan Kontrak Bisnis. Jakarta: Kontan 
Publishing. Hal. 200.  
     
63
 Lihat Pasal 1337 KuhPdt  
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1. Penggantian Direksi tersebut melanggar syarat wajib 
Pengangkatan Direksi oleh RUPS berdasarkan Pasal 94 ayat (1) 
Undang-Undang Nomor 40 Tahun  2007 tentang Perseroan Terbatas  
merupakan syarat yang wajib dipenuhi oleh organ Perseroan. Menurut 
Munir Fuady64 salah satu bentuk perjanjian yang melanggar sebab yang 
halal yaitu jika perjanjian itu dibuat akan tetapi melanggar ketentuan 
dengan syarat wajib.  
Syarat wajib yang dimaksud adalah setiap perjanjian yang dibuat 
kadangkala memerlukan syarat-syarat tertentu oleh hukum. Jika dibuat 
perjanjian untuk melakukan tindakan tertentu tetapi syarat-syarat tersebut 
tidak terpenuhi, maka perjanjian itu melanggar sebab (kausa) yang halal 
yang merupakan salah satu syarat sahnya perjanjian. Jika hal tersebut 
terjadi maka perjanjian tersebut batal demi hukum sehingga tidak memiliki 
kekuatan hukum. hal ini dipertegas dalam Pasal 1335 KUHPdt bahwa, 
“suatu perjanjian yang dibuat tanpa sebab atau dibuat dengan sebab yang 
palsu atau terlarang tidak mempunyai kekuatan hukum”. 
Dengan demikian dapat diindikasikan bahwa segala perbuatan 
penggantian Direksi baik secara lisan maupun surat kuasa seperti yang 
terjadi pada PT. Bintang Wira Marindah merupakan perjanjian yang batal 
demi hukum. Hal tersebut didasari pada realitas bahwa perjanjian itu 
bertentangan dengan undang-undang sehingga tidak terpenuhinya 
mekanisme penggantian seperti yang disyaratkan oleh Undang-Undang 
                                                           
     
64
 Munir Fuady. 2007. Hukum Kontrak (Dari Sudut Pandang Hukum Bisnis). Bandung: 
PT. Citra Aditya Bakti. Hal. 80   
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Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas yaitu penggantian 
Direksi melalui RUPS. 
2. Kewenangan melakukan perbuatan hukum 
Mengenai perbuatan hukum yang dilakukan oleh orang yang tidak 
berwenang ini dapat dilihat dalam ketentuan Pasal 1330 KUHPdt yang 
berbunyi: 
“ Tak cakap untuk membuat suatu perjanjian adalah: 
1. orang-orang yang belum dewasa; 
2. mereka yang ditaruh di bawah pengampuan; 
3. orang-orang perempuan, dalam hal ditetapkan oleh undang-  
    undang, dan pada umumnya semua orang kepada siapa    
    undang-undang telah melarang membuat perjanjian-perjanjian  
     
    tertentu. “ 
 
khusus untuk perbuatan hukum yang tidak berwenang diatur pada 
poin 3 (tiga) yang berbunyi: “dan pada umumnya semua orang kepada 
siapa undang-undang telah melarang membuat perjanjian-perjanjian 
tertentu”. Menurut Ahmadi Miru dan Sakka Pati esensi poin ini sebenarnya 
bukan tergolong orang yang tidak cakap, melainkan orang yang tidak 
berwenang untuk melakukan perbuatan hukum.65 Selanjutnya menurut 
Ahmadi Miru, apabila terdapat perbuatan hukum yang dilakukan oleh 
orang yang tidak berwenang seperti yang telah ditentukan pada Pasal 
                                                           
     65  Ahmadi Miru dan Sakka Pati. op,cit., Hal. 74.  
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1330 tersebut, maka perbuatan itu merupakan perbuatan yang batal demi 
hukum.66  
Seperti yang telah dijelaskan sebelumnya Undang-Undang Nomor 
40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas telah mengatur bahwa organ 
Perseroan yang memiliki wewenang sepenuhnya untuk mengangkat 
seorang Direksi hanyalah RUPS. Kewenangan RUPS ini merupakan 
kewenangan mutlak yang tidak dapat dilimpahkan kepada organ 
Perseroan lainnya atau pihak lain. Sehingga apabila perbuatan ini 
dilakukan oleh orang yang tidak berwenang maka perbuatan tersebut 
merupakan perbuatan ultra vires (perbuatan yang dilakukan oleh orang 
yang tidak memiliki kewenangan atau kekuasaan).  
Rapat umum pemegang saham merupakan organ Perseroan 
sekaligus forum yang terdiri atas mininal dua orang pemegang saham.  
Atas dasar kewenangan RUPS tersebut, maka menurut penulis menilai 
bahwa tindakan salah satu pemegang saham dalam mengangkat Direksi 
pada PT. Bintang Wira Marindah merupakan tindakan yang melanggar 
kewenangan RUPS.  
Baik Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan 
Terbatas maupun anggaran dasar Perseroan sama sekali tidak 
memberikan wewenang kepada salah seorang pemegang saham untuk 
mengangkat Direksi. Menurut penulis, tindakan pemegang saham yang 
mengangkat Direksi secara sepihak tanpa melalui mekanisme RUPS 
                                                           
     66 Hasil wawancara dengan Prof. Dr. Ahmadi Miru, S.H., M.H. (Guru Besar Fakultas 
Hukum Unhas) [ pada Selasa, 12 Februari 2013 Pkl. 10.30 WITA ]   
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merupakan tindakan yang dilakukan oleh pihak yang tidak berwenang 
untuk itu. 
Berdasarkan konstruksi tersebut maka dapat diindikasikan bahwa 
penggantian Direksi melalui perjanjian yang dilakukan oleh pihak yang 
tidak berwenang telah melanggar ketentuan Undang-Undang Nomor 40 
Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas maupun Pasal 1330 KUHPdt. 
Jika dikaitkan dengan syarat objektif sebab yang halal pada ketentuan 
syarat syahnya perjanjian pada Pasal 1320 KUHPdt maka perjanjian 
penggantian Direksi tersebut merupakan perjanjian yang batal demi 
hukum. 
 Konsekuensi hukum yang dapat ditimbulkan oleh perjanjian yang 
batal demi hukum adalah perjanjian tersebut oleh hukum dianggap tidak 
pernah ada. Sehingga dapat dikatakan bahwa penggantian Direksi seperti 
yang dipraktikkan pada PT. Bintang Wira Marindah adalah praktik yang 
tidak pernah ada. Oleh karena itu, Direksi yang berwenang untuk 
melakukan pengurusan dan bertindak mewakili Perseroan sesuai dengan 
wewenangnya ialah Direksi sebelumnya yang diangkat berdasarkan akta 
Perseroan sesuai dengan mekanisme RUPS. 
Sebaliknya Direksi yang tidak diangkat melalui RUPS merupakan 
Direksi yang tidak berwenang untuk melakukan pengurusan dan 
menjalankan Perseroan karena pengangkatannya diangkat oleh orang 
yang tidak berwenang. Hal tersebut juga dipertegas pada ketentuan Pasal 
14 ayat (4) Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan 
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Terbatas yang menyatakan bahwa perbuatan hukum atas nama 
Perseroan hanya mengikat dan menjadi tanggung jawab Perseroan 
setelah perbuatan hukum tersebut disetujui oleh semua pemegang saham 
perseroan dalam RUPS yang dihadiri oleh semua pemegang saham 
Perseroan. Perbuatan hukum yang dimaksud juga berlaku untuk 
perbuatan hukum yang dilakukan oleh Direksi pada Perseroan.   
Berdasarkan hal tersebut penulis merumuskan konsekuensi hukum 
yang dapat timbul apabila Direksi yang tidak diangkat melalui RUPS 
tersebut tetap melakukan perbuatan hukum dalam mengurus dan mewakili 
Perseroan, antara lain yaitu:  
1. Bagi Perseroan. Apabila Direksi tersebut mewakili Perseroan 
dalam melakukan perjanjian dengan pihak lain, maka hal ini dapat 
mengancam terwujudnya pelaksanaan isi perjanjian tersebut. 
Apabila diketahui bahwa Direksi tersebut tidak berwenang dalam 
melakukan perjanjian, maka bisa saja pihak lain tersebut tidak 
memenuhi klausul perjanjian dengan dalih bahwa perjanjian itu 
merupakan perjanjian yang batal demi hukum karena dibuat oleh 
Direksi yang tidak berwenang. Hal ini tentu saja akan membawa 
kerugian bagi Perseroan karena tidak tercapainya target atau 
tujuan yang diinginkan bagi Perseroan melalui perjanjian yang 
ingin dibuat. 
2. Bagi Direksi. Pengangkatan Direksi yang batal demi hukum tentu 
saja berimplikasi pada tidak adanya hubungan hukum antara 
Perseroan dan Direksi. Hal ini berakibat pada tanggung jawab 
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secara pribadi oleh Direksi karena Direksi secara hukum tidak 
berwenang dalam mengurus Perseroan. Jika terjadi kerugian yang 
ditimbulkan oleh perbuatan hukum Direksi dalam mengelola 
Perseroan ataupun mengadakan perjanjian dengan pihak lain, 
maka Perseroan tidak akan bertanggung jawab akan hal itu. 
Sebaliknya Direksilah yang akan memikul tanggung jawab yang 
disebabkan oleh kerugian tersebut. Hal tersebut didasari pada 
fakta yuridis bahwa Direksi tidak berwenang untuk melakukan 






















 Berdasarkan uraian pada hasil penelitian, maka penulis 
menyimpulkan beberapa hal, yaitu: 
1. Praktik penggantian Direksi PT. Bintang Wira Marindah tidak sesuai 
dengan ketentuan yang diatur pada Undang-Undang Nomor 40 
Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas maupun ketentuan yang 
telah disepakati pada anggaran dasar Perseroan. Mekanisme 
penggantian Direksi pada Perseroan tersebut tidak dilakukan 
melalui keputusan Rapat Umum Pemegang Saham. Penggantian 
direksi hanya dilakukan dengan menggunakan surat kuasa maupun 
pengangkatan direksi secara lisan oleh salah seorang pemegang 
saham PT. Bintang Wira Marindah. 
2. Penggantian direksi yang tidak sesuai dengan ketentuan Undang-
Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas 
maupun anggaran dasar perseroan dapat menimbulkan 
konsekuensi hukum bagi perseroan maupun direksi yang 
bersangkutan. Konsekuensi hukum yang dapat timbul yaitu 
terjadinya penolakan permohonan atau pemberitahuan yang 
diajukan oleh Direksi kepada Menteri Hukum dan Hak Asasi 
Manusia dan secara yuridis perbuatan hukum Direksi dalam 




1. Perlu adanya mekanisme pengawasan yang lebih efektif oleh 
pemerintah guna meminimalisir praktik pelaku usaha pada 
perseroan yang bertentangan dengan peraturan perundang-
undangan yang ada. 
2. Perlu adanya revisi Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang 
Perseroan Terbatas terkait dengan penegasan pembagian 
kewenangan masing-masing organ Perseroan, sehingga tidak 
terjadi benturan kepentingan maupun tindakan yang melampaui  
kewenangan masing-masing organ dalam menjalankan Perseroan. 
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